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Penelitian ini membahas mengenai “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna 
Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. 
Permasalahan penelitian ini yakni bagaimanakah kebijakan rehabilitasi pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
permasalahan yang timbul dan cara mengatasi permasalahan tersebut.  
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian 
deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. 
Analisa data secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika 
dalam Undang-Undang Narkotika secara khusus dalam  Bab IX bagian Kedua tentang 
Rehabilitasi, yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal 59  dan tersebar dalam beberapa Pasal 
seperti Pasal 103 tentang perintah hakim bagi pecandu narkotika untuk menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan, serta Pasal 127 tentang kewajiban hakim memperhatikan 
Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103  dalam memutuskan perkara.  Permasalahan dalam 
kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika antara 
lain adanya pandangan penegak hukum yang memposisikan pengguna narkotika sebagai 
pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehablitiasi, 
putusan rehabilitasi memerlukan prosedur dan persyaratan yang berat dan keengganan 
masyarakat melakukan wajib lapor bagi pecandu narkotika. Cara mengatasi permasalahan 
yaitu meningkatkan komitmen dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam 
memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban 
penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun 
sosial, penentuan kebutuhan rehabilitas dilakukan sejak awal proses peradilan pidana, 
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 
ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. 
Perlu sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemuda dan pelajar mengenai 
peraturan di bidang narkotika. Penyidik narkotika hendaknya menscreening mendalam 
tersangka penyalahguna narkotika untuk menentukan kedudukannya sebagai pengedar 
atau pengguna dengan tepat sehingga dapat diterapkan Pasal yang sesuai pada proses 
peradilan, agar tidak terjadi kesalahan penanganan terhadap pengguna narkotika. Perlu 
ada perubahan paradigma penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika dari orientasi 
pengguna sebagai pelaku kejahatan pada orientasi pengguna sebagai korban dengan 
catatan penentuan antara pengedar dan pengguna dilakukan dengan tepat dan benar. Hal 
ini diharapkan dapat menurunkan angka permintaan Narkotika yang memiliki hubungan 
positif dengan penurunan angka penyalahguna dan pecandu Narkotika, yang dapat 
berdampak pada matinya pasar Narkotika di Indonesia. Perlu ada pemberdayaan keluarga 
dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika mengingat keluarga merupakan pihak 
terdekat dengan pengguna narkotika dengan memberikan pemahaman tentang lembaga 
wajib lapor yang ada sehingga  tidak ada keraguan untuk melakukan pelaporan apabila 
menjumpai anggota keluarganya sebagai pengguna bahkan pecandu narkotika. 
 







This study discusses "Rehabilitation Policy for Narcotics Users Based on Law 
Number 35 of 2009 concerning Narcotics". The problem of this study is how is the drug 
rehabilitation policy based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, problems 
that arise and how to overcome these problems. 
This research is a normative juridical study with descriptive analytical research 
specifications. Data collection is done through literature studies and document studies. 
Data analysis is descriptive qualitative. 
The results showed that the narcotics users' rehabilitation policies in the Narcotics 
Act were specifically in Chapter IX of the second section on Rehabilitation, namely 
Article 54 to Article 59 and spread in several Articles such as Article 103 concerning the 
judge's order for narcotics addicts to undergo treatment and / or care, and Article 127 
concerning the obligation of judges to pay attention to Article 54, Article 55, and Article 
103 in deciding cases. Problems in narcotics users' rehabilitation policies based on the 
Narcotics Law include the view of law enforcers who position drug users as perpetrators 
of crimes so that highlighting criminal law enforcement is not rehabilitation, 
rehabilitation decisions require severe procedures and requirements and reluctance of the 
public to report to narcotics addicts . The way to overcome the problem is to increase 
commitment and common perception among law enforcers in positioning drug users as 
abusers and victims of narcotics abuse who need medical and social treatment, 
determining rehabilitation needs since the beginning of the criminal justice process, 
increasing public knowledge, understanding and awareness to implement the provisions 
for the obligation to report as specified in the Narcotics Act. 
Need to disseminate information to the public, especially youth and students about 
regulations in the narcotics sector. Narcotics investigators should screen the suspects of 
drug abusers in depth to determine their position as dealers or users appropriately so that 
appropriate articles can be applied in the judicial process so that there is no mistreatment 
of drug users. There needs to be a paradigm shift in the handling of narcotics abuse from 
the orientation of the user as the perpetrator of the crime in the orientation of the user as 
a victim with a note that the determination between the dealer and the user is done 
correctly and correctly. This is expected to reduce the number of Narcotics demand which 
has a positive relationship with the decrease in the number of narcotics abusers and 
addicts, which can have an impact on the death of the Narcotics market in Indonesia. 
There needs to be family empowerment in overcoming narcotics abuse considering the 
family is the closest party to drug users by providing an understanding of the existing 
reporting bodies so that there is no doubt to report if they meet family members as users 
and even drug addicts. 
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A. Latar Belakang Penelitian 
Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk 
pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun dengan berkembangnya zaman, 
narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.1. Bagi bidang kesehatan, narkotika 
merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 
kesehatan. Narkotika juga merupakan sarana atau media dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. Di sisi lain lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan  pengawasan yang 
ketat dan seksama. 
Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, narkotika secara umum hanya 
boleh digunakan dalam aktivitas pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan. Aturam lebih tegas berlaku pada narkotika Golongan I, yang hanya 
boleh dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan, pelatihan, keterampilan  serta penelitian 
dan pengembangan ilmu pegetahuan. Jika dipakai untuk kepentingan selain 
pengembangan ilmu pengetahuam, narkotika menjadi barang terlarang.2 
Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 
mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang 
                                                 
1 Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2016, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, 
Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm. 100. 
2 Reza Indragiri Amriel, 2017, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Salemba Humanika, 





ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 
kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang besar bagi kehidupan 
manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional. Mengimpor, 
mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan 
narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada 
khususnya Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan 
bentuk penyalahgunaan narkotika dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. 
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang mempunyai dampak cukup 
besar bagi korbannya sehingga penyalahgunaan narkotika masuk ke dalam salah satu 
kejahatan luar  biasa (extra ordinary crime). Hal ini tidak mengherankan karena 
kejahatan narkotika merupakan kejahatan berskala internasional yang tidak mengenal 
batas-batas wilayah suatu negara. Umumnya kejahatan narkotika merupakan 
kejahatan yang terorganisir, bahkan jaringan peredarannya melalui antar negara yang 
korbannya tidak pandang bulu. Kenyataan ini menyebabkan peredaran narkotika 
dapat menyentuh siapa saja tanpa terkecuali anak-anak, baik sebagai korban maupun 
sebagai pelaku.  
Penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, 
kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus 
bangsa.3 Melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa narkotika dapat 
menghancurkan masa depan bangsa, karena anak mempunyai peranan yang sangat 
                                                 
3 Hamidah Abdurrachman, 2012, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba,  Jurnal, 




penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena sebagai pelaksana 
penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab 
yang berat demi terwujudnya tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana 
berat dimana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang 
berat. Mengingat tindak  pidana narkotika dapat menimbulkan bahaya yang besar 
maka perlu mendapat penanganan yang serius oleh semua pihak. Jika penyalahgunaan 
narkotika dibiarkan, berarti akan menghancurkan masa depan generasi. Mengingat 
dampak narkoba yang sifatnya merusak dan mematikan, menghambat tujuan dalam 
menciptakan generasi yang berkualitas. Tidak hanya secara medis maupun psikis saja, 
tetapi juga merambah pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Seperti mempengaruhi 
dunia pendidikannya, interaksi sosial keluarga, juga masyarakatnya serta sebagai 
pemicu terjadinya kejahatan. 
Menurut Azmiyati dalam Sholihah, penyalahgunaan narkoba merupakan 
penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala atau teratur di luar 
indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan 
gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang tidak 
baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada 
ketergantungan.4 
                                                 
4 Kurniawan Rahmadika, 2018, Penyalahgunaan Narkoba Pada Warga Binaan Di Rutan Klas I A 




Narkotika menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jika pengguna 
narkotika sudah mengalami ketergantungan maka akan sulit pengobatan dan 
pemulihannya. Pengobatan dan pemulihan pecandu narkotika memerlukan waktu 
yang lama dan penanganan khusus serta biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan  hal 
tersebut  maka diperlukan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk memerangi 
penyalahgunaan narkotika. Hal ini akan sangat berguna dalam mengurangi, 
memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta 
pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. 
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat digolongkan kepada beberapa 
bentuk tindak pidana. Akan tetapi yang umum terjadi dalam masyarakat merupakan 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berkaitan dengan pemakai atau 
pengguna dan pengedar narkotika. Apabila menyinggung mengenai pengedar 
narkotika, hal yang terjadi yaitu adanya hubungan antara bandar, pengedar dan 
pembeli narkotika. Mereka merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Namun 
demikian, apabila menyinggung masalah pemakai atau pengguna narkotika, masih 
terdapat perbedaan pendapat. Kenyataannya pengguna atau pemakai narkotika dalam 
hukum positif dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, hal ini disebabkan 
pengguna atau pemakai narkotika memenuhi unsur-unsur dapat dipidananya 
seseorang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud diatur 
dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Di tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia (sekitar 
5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun) yang pernah menyalahgunakan 




opioid, 34 juta pengguna amfetamina dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna 
ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain. Di antara sekian banyak 
Penyalahguna terdapat 31 juta orang yang sangatmembutuhkan perawatan karena 
telah menderita gangguan penyalahgunaan narkotika.5 
Menurut data WHO, setidaknya terdapat 450 ribu orang yangmeninggal akibat 
penyalahgunaan narkoba di tahun 2015. Opioid masihmerupakan penyebab utama 
yang paling merusak, menyebabkan sekitar 76%kematian dari penderita gangguan 
penyalahgunaan narkoba.Terdapat sebanyak 11 juta orang Penyalahguna suntik 
(penasun) di dunia;dimana 1,3 juta orang di antaranya mengidap HIV, 5,5 juta orang 
di antaranyamengidap hepatitis C dan 1 juta orang mengidap HIV dan hepatitis C.6 
Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 
2017, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu 
narkotika.7 
Pengguna atau pemakai narkotika pada dasarnya merupakan korban 
penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan perundang-
undangan di Indonesia dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia 
yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala 
bidang.8 Untuk itu pemerintah memandang perlu untuk memulihkan kondisi para 
pengguna atau pemakai narkotika dari pengaruh buruk narkotika. Kebijakan untuk 
                                                 
5 Badan Narkotika Nasional, 2018, Indonesia : Narkoba  Dalam Angka Tahun 2017, Jurnal Data 
Puslitdatin Tahun 2018, BNN, Jakarta, hlm. 1. 
6 Ibid, hlm. 1. 
7Muhammad Radityo Priyasmoro, 2018, BNN: Pemakai Narkoba Di Indonesia Capai 3,5 Juta 
Orang Pada 2017, https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-
capai-35-juta-orang-pada-2017, diakses 10 April 2019. 
8 Lysa Angrayni dan Yusliati, 2018, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya 




memulihkan kondisi para pengguna atau pemakai narkotika berupa rehabilitasi 
terhadap pengguna atau pemakai narotika. Kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna 
atau pemakai narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 
Ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan 
pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau 
mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang 
bersangkutan. Pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya 
penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan banyaknya korban 
penyalahgunaan narkotika. 
Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan 
untuk memebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi 
tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap 
pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan social yang 
mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib social agar tidak lagi melakukan 
penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika tdp setidaknya  2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial.9 
Ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang 
Narkotika sering digunakan oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika untuk 
                                                 




menghindari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. 
Hal ini mengingat ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika sangat berat. Untuk hal tersebut  pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika tidak segan-segan melakukan upaya-upaya tidak terpuji agar dapat dijatuhi 
putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, seperti melakukan suap. 
Kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti 
sebagai pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis 
maupun rehabilitas sosial. Secara tersirat, kewenangan  ini mengakui bahwa pecandu 
narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan 
narkotika itu sendiri.10 
Berkaitan dengan hal tersebut  maka hakim dituntut untuk berlaku adil dan 
sangat teliti, cermat serta hati-hati dalamv penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap 
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kriteria “pecandu” harus benar-
benar dibuktikan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi 
penyalahguna narkotika. Hakims harus yakin bahwa penyalahguna adalah pecandu 
dan layak untuk mendapatkan putusan rehabilitasi. Jika diperlukan hakim 
harusmeminta pendapat ahli dalam hal ini seperti pendapat seorang dokter. 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan rehabilitasi penyalahguna narkotika 
harus dapat memberikan keadilan bahwa pelaku memang harus menjalani rehabilitasi 
bukan malah meringankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
 
                                                 




Tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika membedakan penanganan 
penyalahguna dan pengedar. Terhadap Penyalahguna adalah mencegah, melindungi, 
menyelamatkan dan menjamin Penyalahguna mendapatkan pengaturan rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pengedar adalah memberantas pengedar 
(baca: Pasal 4). Oleh karena itu, misi penegakan hukumnya juga berbeda, terhadap 
penyalahguna misi penegak hukum besifat rehabilitatif dan terhadap pengedar 
bersifat represif. Penegakan hukum bersifat rehabilitatif dapat dilihat pada ketentuan 
ketentuan yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Narkotika misalnya pada 
ketentuan Pasal 127 ayat (1) penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan 
hukuman maksimal 4 tahun penjara, sehingga  tidak memenuhi sarat dilakukan 
penahanan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan sebagaimana 
dimaksud disyaratkan oleh Pasal 21 KUHAP. Kemudian pada Pasal 111, 112, 113, 
114 perkara penyalahguna untuk diri sendiri tidak dapat disidik, diberkas, dituntut 
dengan Pasal pengedar  baik secara komulatif maupun subsidiaritas karena beda 
tujuan tersebut.11 
Berdasarkan pembedaan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
antara pengedar dan pengguna, maka penyalahguna berdasarkan Undang-Undang 
Narkotika wajib diperlakukan secara khusus, disidik, diberkas, dituntut dan diadili 
sebagai Penyalahguna untuk diri sendiri tidak dikomulatifkan/di yunto-kan dengan 
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Pasal pengedar. Dan penjatuhan hukumannya wajib menjalani rehabilitasi bila 
terbukti bersalah, bila tidak terbukti bersalah juga dihukum menjalani rehabilitasi.12 
Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang 
melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang 
diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.13 
Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu 
kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, 
bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah 
aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui 
apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi 
pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada 
perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen 
narkotika. 
Wewenang dan kewajiban  menjatuhkan hukuman rehabilitasi adalah amanat 
kepada hakim pada semua tingkatan, baik hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan 
banding maupun hakim tingkat kasasi, berlandaskan pada tujuan dibuatnya Undang-
Undang (Pasal 4), wewenang menjatuhkan hukuman rehabilitasi (Pasal 103 ayat (1)) 
dan kewajiban hakim (Pasal 127 ayat (2)). Hukuman rehabilitasi tersebut statusnya 
                                                 
12 Ibid., hlm. 1. 
13 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, 2015. Tindak Pidana Narkotika Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hlm.. 74-75 dalam Dina Novitasari, 2017. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak 
Korban Penyalahgunaan Narkoba, , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, 




sama seperti dihukum penjara (Pasal 103 ayat (2)) dan lebih bermanfaat untuk 
penyembuhan penyakit adiksi yang diderita penyalahguna.14 
Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya 
kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika 
tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu 
alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung 
dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan 
pecandu narkotika.15 
Namun pada kenyataannya penerapan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika untuk diri sendiri belum sesuai dengan harapan. Hakim pada umumnya 
memutus pidana penjara bagi pengguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana 
pelaku tindak pidana pengedar narkotika. Hal ini terlihat dari adanya kondisi 
Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
tahun 2019 yang  sudah over capacity dengan jumlah penyalahguna yang dipenjara 
sekitar 50 ribu orang.16 
Salah satu sebab terjadinya penerapan pidana penjara bagi pengguna narkotika 
untuk diri sendiri sebagaimana pelaku tindak pidana pengedar narkotika yaitu tidak 
adanya batasan yang cukup jelas pengertian antara pengedar, pengguna/pecandu dan 
korban narkotika. Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak 
memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan 
                                                 
14 Anang Iskandar, op cit.. 
15 Dina Novitasari, 2017. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba,  
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Unisulla, Semarang, hlm. 918. 




siapa yang dimaksud dengan pecandu. Begitu juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban 
penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Artinya dalam undang-undang hanya mewajibkan merehabilitasi bagi pecandu dan 
korban. Yang dimaksud korban hanya sedikit dan sangat terbatas dijelaskan dalam 
penjelasan Pasal 54 bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang 
yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, 
dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pengertian 
pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan 
dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.17 Hal 
tersebut kadang mengakibatkan seseorang yang seharusnya korban tindak pidana 
narkotika justeru diperlakukan sebagai pelaku karena ketidaktahuannya mengenai 
barang yang dikirim ternyata narkotika. 
Diberikannya kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis kepada pecandu 
untuk menjalani rehabilitasi mengandung makna bahwa melalui kewenangan tersebut 
diakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus 
korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut 
sebagai self victimization atau victimilies crime. Uraian dalam Pasalnya 
menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. 
Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap 
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pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan 
rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Narkotika.18 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan masih terdapat kesenjangan 
antara kebijakan yang ditentukan dengan penerapannya di lapangan. Hal tersebut 
memerlukan kajian untuk pemecahan masalah agar diperoleh masukan sebagai bahan 
pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini hendak membahas lebih lanjut 
mengenai kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dengan judul : 
Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang 
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
 
B. Permasalahan 
Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 
1.  Bagaimanakah kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 
2.  Apakah permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika? 
3. Bagaimanakah cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan yaitu sebagai berikut: 
a. Mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
b. Mengetahui dan menganalisis permasalahan yang timbul dalam kebijakan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi permasalahan yang 
timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut  
a. Kegunaan teoritis 
1) Untuk memberikan pemahaman kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
2) Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan terhadap teori-
teori hukum yang berlaku di masyarakat. 
3) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum 




masalah kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
b. Kegunaan praktis 
1) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk 
referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum 
khususnya. 
2) Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, 
dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika 
berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
3) Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi 
obyek penelitian. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
1. Kerangka Konseptual 
Pada umumnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat 
digolongkan kepada dua perbuatan yakni perbuatan yang berkaitan dengan 
peredaran narkotika dan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan atau 
konsumsi narkotika. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana narkotika ditinjau 
dari pelaku dapat dikategorikan kepada dua golongan yakni pengedar narkotika 
dan pengguna atau pemakau narkotika. 
Berdasarkan kualifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
tersebut maka terdapat perbedaan dalam hal penegakan hukumnya. Penegakan 




penindakan sedangkan penegakan hukum terhadap pengguna atau pemakai 
narkotika untuk diri sendiri dilakukan secara prefentif. Penegakan prefentif 
terhadap pengguna atau pemakai narkotika untuk diri sendiri dilakukan melalui 
kebijakan rehabilitasi, baik rehabilitas medis maupun rehabilitasi sosial 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Penelitian ini hendak membahas kebijakan hukum pidana (penal policy) 
mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk memudahkan dalam 
pelaksanaan dan pembahasan permasalahan maka perlu menjabarkan 
permasalahan dalam sebuah kerangka konseptual. 
Kerangka konseptual  merupakan gambaran secara umum atau garis 
besar konsep  berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dijelaskan 
ke dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka konseptual  dalam  penelitian ini 



























Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dinyatakan bahwa pecandu Narkotika adalah orang yang 
menggunakan  atau  menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berdasarkan 
pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu 
Narkotika yaitu  : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaaan 
ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan 2. orang yang 
menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik 
maupun psikis. 
Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu 
yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi 
kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, 
 Kebijakan Kriminal  
Tindak Pidana Narkotika 
Penegakan Hukum Prefentif 
Pengedar Pengguna/Pemakai 
Undang-Undang Nomor 35 
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Penegakan Hukum Represif 






dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya 
Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan 
rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Sehingga bila ada 
seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau 
jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat 
jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya 
sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, 
maka sudah sepatutnya yang bersangkutan tidak terbukti bersalah 
menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan 
pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang 
dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan 
Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka 
waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan 
jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai 
kondisi/taraf kecanduan Terdakwa. 
Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah 
dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk 
mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. 
Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang 
dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009, 




hukum. Pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika  melanggar 
aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau  Pasal  8 Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak 
mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. 
Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah 
sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika 
mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika 
tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang 
sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum 
pada Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009. 
  
2. Kerangka Teoritik 
Untuk melakukan analisis permasalahan dalam obyek penelitian 
digunakan teori hukum sebagai dasar analisis. Adapun teori hukum yang 
digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitiaan ini yaitu teori 
dekriminalisasi. 
Sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika mengalami berbagai perkembangan, yaitu adanya kecenderungan 
perubahan arah kebijakan dan pendekatan. Jika dicermati pembentuk undang-
undang Narkotika cenderung mengedepankan pendekatan penanganan 




pendekatan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat adanya rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika sebagai salah satu hal yang menjadi kebijakan Undang-
Undang Narkotika. Perubahan arah penanganan penyakahgunan narkotika 
tersebut merupakan kebijakan dekrinimalisasi terhadap penyalahguna 
narkotika. 
Dekriminalisasi merupakan kebalikan dari kriminalisasi. Suatu perbuatan 
tadinya merupakan perbuatan pidana, menjadi tidak dipidana. Mengutip buku 
yang ditulis oleh Jacob Elfinus Sahetapy, Eki mengatakan dekriminalisasi 
terbagi menjadi dua. Bisa dilakukan di level legislasi, artinya, tadinya suatu 
perbuatan pidana diatur di undang-undang, kemudian undang-undangnya 
diubah dan perbuatan itu tidak lagi menjadi ketentuan pidana. Kedua, 
dekriminalisasi dalam level praktik. Undang-undangnya ada, tetapi masyarakat 
sudah menganggap itu bukan sebagai tindak pidana lagi. Contohnya, di KUHP 
ada ketentuan pidana terhadap petugas medis yang memperlihatkan alat-alat 
kontrasepsi. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan itu dianggap sudah 
tidak relevan lagi. Jadi, walaupun peraturannya masih ada, tapi dalam tataran 
praktik, perbuatan ini sudah dianggap bukan lagi sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum.19 
Dekriminalisasi penyalahguna narkotika dalam konstruksi hukum positif 
di Indonesia merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil kajian  hukum 
terhadap permasalahan narkotika yang tidak kunjung selesai. Dekriminalisasi 
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penyalahguna narkotika merupakan model penghukuman non criminal sebagai 
salah satu paradigm hukum modern yang bertujuan menekan demand dan 
sekaligus menekan suplay narkotika illegal sehingga  berdampak pada 
penurunan prevalensi penyalahguna narkotika dan dapat menurunkan 
peredaran gelap narkotika.20 
 
E.  Metode Peneltian 
Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, 
baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis 
maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.21 
Menurut Soekanto sebagaimana dikutip Abdurrachman bahwa penelitian 
hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan dengan jalan menganalisis, 
juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala 
bersangkutan.22 Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan 
penelitian. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.23 
Adapun tata cara pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian 
hukum sebagai berikut: 
                                                 
20 Anang Iskandar, 2019, Penegakan Hukum Narkotika-Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan 
Pecandu,  Represif Terhadap Pengedar, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 37 
21 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Prenada Media Group, Jakarta, hlm 16 
22 Hamidah Abdurrachman, Op Cit., hlm. 218. 




1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode 
pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian hukum sebagai norma.24 Penelitian hukum normatif bermula dari 
kajian hukum positif tertulis. Kajian hukum positif tertulis dapat disebut 
sebagai penelitian hukum doctrinal.25 
Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti 
hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya yaitu norma 
hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi 
yuridis ketika terjadi kEkosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh 
penelitian hukum normatif berperan mempertahankan aspek kritis dari 
keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu 
landasan teoretis yang digunakan terdapat dalam tataran teori hukum 
normatif.26 Penelitian ini hendak mengkaji kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 
tentang Narkotika.  
 
2. Spesifikasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian 
yang menggambarkan hasil analisis terhadap permaslaahan dalam obyek 
                                                 
24 Randi Pradityo, 2016, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 
Pendanaan Teorisme,  Jurnal Rechtsvinding – Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5 Nomor 1, April 
2016, Jakarta, hlm. 20 
25 Suratman dan Philips Dillah, 2016, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 2, Alfabeta, Bandung, hlm. 
45. 




penelitian. Permasalahan dalam obyek penelitian ini berupa kebijakan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika. 
 
3. Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga hanya 
menggunakan data sekunder sebagai sumber data.  Data sekunder, yaitu data 
yang ditelusuri dari buku-buku primer yang dianggap representatif  terhadap 
obyek penelitian.27 Data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau 
buku-buku yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang ada 
hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Data sekunder 
penelitian ini meliputi: 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.28 Bahan hukum 
primer berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, KUHAP, KUHP, 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2)  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer.29 Bahan hukum seunder 
penelitian ini meliputi : buku-buku yang berhubungan dengan masalah 
yang diangkat penelitian ini, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, tesis, 
disertasi. 
                                                 
27 Ibid, hlm. 180. 
28Ibid,  hlm. 87. 





3)  Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan 
hukum tersier penelitian ini berupa berkas penyidikan tindak pidana 
korupsi, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. 
Pengumpulan data dilakukan melalui  
1) Studi pustaka, yaitu mengkaji buku-buku referensi, jurnal, hasil penelitian 
dan literature yang berhubungan dengan penelitian.30 
2)  Studi dokumen, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan 
melalui data tertulis.31  
 
4. Metode Analisis Data 
Metode ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data 
analisis dengan focus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan 
hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan 
antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga  
dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan 









                                                 
30 M Syamsudin, dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Kasus Hukum, Prenada Media Group, 
Jakarta, hlm. 221. 
P. Faisal Ananda Arfa, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Kencana, Jakarta, hlm. 88. 




F. Originalitas Penelitian 
Penelitian mengenai rehabilitasi pengguna narkotika sudah dilakukan oleh 
beberapa peneliti. Namun penelitian ini mempunyai perbedaan terhadap 
penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain 
penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2013), dan Hadi, dkk. (2017). 
Arifin (2013) melakukan penelitian tentang “Implementasi Rehabilitasi 
Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika 
Nasional”. Permasalahan penelitian Arifin (2013) yaitu : (1) Bagaimana 
implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal 
Badan Narkotika Nasional? dan (2) Bagaimana mekanisme Badan Narkotika 
Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pencandu narkotika?. Hasil 
penelitian tersebut yakni Badan Narkotika Nasional melaksanakan atau 
menerapkan ketentuan Rehabilitasi sebagai upaya non penal dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 
penekanan rehabilitasi sebagai upaya non penal dengan mengimplementasikan 
rehabilitasi pecandu narkotika serta penaganan rehabilitasi baik medis dan 
rehabilitasi sosial, memberikan mekanisme dalam rehabilitasi pecandu 
narkotika yang diharapkan dapat memulihkan pecandu narkotika dari 




narkotika dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara sehat dan terlepas 
dari ketergantungan narkotika.33 
Penelitian Arifin (2013) mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, 
yakni keduanya meneliti mengenai rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arifin yaitu penelitian ini meneliti 
rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa menekankan pada 
kajian upaya non penal sebagaimana dimaksud penelitian Arifin. Perbedaan 
lainnya yaitu penelitian Arifin (2013) mengambil lokasi penelitian di BNN yang 
meripakan penelitian yuridis sosiologis sedangkan penelitian ini meneliti aspek 
yuridis normarif. 
Hadi, dkk. (2017) dalam sebuah jurnal meneliti tentang “Kepastian 
Lembaga Hukum Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Provinsi 
Aceh”. Permasalahan penelitian tersebut yaitu tidak adanya Pusat Rehabilitasi 
di BNN Provinsi Aceh memberikan dampak yang sangat besar dimana 
menimbulkan permasalahan yang baru terhadap penyalahguna narkotika, 
dimana penyalahguna yang dititipkan kepada orang tua atau keluarga, 
melakukan pengulangan perbuatannya tersebut bahkan ada yang melarikan diri 
dari wilayah Hukum Provinsi Aceh. Selain itu muncul permasalahan dimana 
keadilan bagi penyalahguna narkotika yang seyogyanya harus direhabilitasi 
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harus masih menunggu panggilan untuk direhabilitasi sehingga lebel tersangka 
penyalahguna tetap melekat sampai dipanggil dan di rehabilitasi. Penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa kepastian penegakan hukum rehabilitasi oleh BNP 
Aceh belum berjalan, tempat rehabilitasi belum tersedia, kerjasama BNN 
dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan dan tradisional 
yang membidangi penanggulangan ketergantungan obat dan rehabilitasi belum 
dilaksanakan. Disarankan, adanya revisi Perpres Nomor 23 Tahun 2010 terkait 
penguatan rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan memuat sanksi apabila 
rehabilitasi tidak dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kab/Kota, serta 
membuat MoU dengan instansi pemerintah, atau masyarakat, atau keagamaan 
dan tradisional sebagai tempat rehabilitasi.34 
Penelitian Hadi, dkk. (2017) sejalan dengan penelitian ini, yaitu membahas 
mengenai rehabilitas pengguna narkotika. Namun terdapat perbedaan dengan 
penelitian ini, yakni penelitian Hadi, dkk. (2017) membahas rehablitasi 
pengguna narkotika dari aspek kelembagaan rehabilitasi dngan mengambil 
lokasi penelitian di Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian ini membahas 
rehabilitasi pengguna narkotika dari aspek yuridis normatif yaitu berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi 
pengguna narkotika dapat dikaji dari berbagai aspek atau sudut pandang 
sehingga  masing-masing penelitian mempunyai perbedaan satu dengan lainnya. 
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Demikian pula penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lainnya 
namun mempunyai perbedaan. 
 
G. Sistematika Penulisam 
Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, 
yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam 
bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap 
permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. 
Bab I     Pendahuluan 
Mengenai bab ini, merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain 
latar belakang, perumusan masalah, tujuan pnelitian, manfaat penelitian,  
kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II    Tinjauan Pustaka 
Bab ini menyajikan studi tentang kebijakan hukum pidana (penal policy). 
Bab ini juga menjelaskan mengenai tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika meliputi pengertian tindak pidana, pengertian narkotika, dan 
pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bab ini diakhiri 
dengan pokok bahasan rehabilitas pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika. 
Bab III        Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yang 




relevan dengan permasalahan yaitu kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, permasalahan yang timbul dalam kebijakan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan cara mengatasi 
permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika 
BAB  IV   Penutup 
Bab  ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang simpulan yang 
merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil 
penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran yang diharapkan berguna 














A. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) 
Menurut Sudarto bahwa upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) 
termasuk dalam kerangka kebijakan criminal (criminal policy) yaitu suatu usaha 
yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.35 Dalam 
menentukan suatu tindak pidana, dipergunakan penal policy, politik 
(kebijakan/hukum pidana) pada intinya : 
1. Bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman 
kepada pihak legislatif (pembuat Undang-undang).  
2. Kebijakan aplikasi (kebijakan judikatif) 
3. Kebijakan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). 
Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral 
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 
kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.36 Kebijakan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan sering dikenal dengan istilah politik kriminal. 
                                                 
35  Sudarto, dalam Iar Sugiarsih, 2016,Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan 
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Pasundan,  hlm 8 
36 Barda Nawawi Arif, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Pengusunan 





Sudarto, pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, 
yaitu :37 
1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 
reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk 
di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi; 
3. Dalam arti paling luas, (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan 
kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, 
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat. 
Pada kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik 
kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 
menanggulangi kejahatan”.38 Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa 
dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup 
luas.39  Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 
dengan :40 
1. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan 
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 
melalui media massa (influencing views of society on crime and punishmet / mass 
media). 
                                                 
37 Ibid, hlm. 4. 
38 Ibid, hlm. 1. 
39 Ibid, hlm. 1. 




Berdasarkan hal tersebut upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan 
lewat jalur “non penal” (bukan / di luar hukum pidana).41 Secara kasar dapatlah 
dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih 
menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) 
sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada 
sifat “preventif” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan 
terjadi. Dikatakan sebagai perbedaaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.42 
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih 
bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamannya 
adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 
kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial 
yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau 
menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal 
secara makro dan global, maka upaya upaya non penal menduduki posisi kunci dan 
strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.43 
 
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Tindak Pidana 
                                                 
41 Ibid, hlm. 4. 
42 Ibid, hlm. 4. 




Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu Strafbaar Feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda 
namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan Strafbaar 
Feit.44 Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 
dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang 
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa 
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana 
haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 
dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari hari dalam kehidupan 
masyarakat.45 
Menurut Vos tindak pidana atau delik adalah feit yang dinyatakan dapat 
dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah 
suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik 
adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau 
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan / tindakan yang dapat 
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dihuum. Pengertian secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, latangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.46 
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam 
hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah 
subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan 
suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang 
wajib dilakukan.47 
 
2. Pengertian Narkotika 
Secara ertimologis narkotika berasal dari nahasa Yunani yaitu narke atau 
nurkam yang berarti terbius sehingga  tidak merasakan apa-apa.48 Dalam bahasa 
Inggris, istilah narcose berarti menidurkan dan pembiusan.49Sylviana 
mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat 
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut 
bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius 
dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi 
(ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (kokain). Narkotika tersebut 
menimbulkan ketergantungan (dependency).50 
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Nasional, Raja Grasindo, Jakarta, hlm. 78. 
49 John M. Echols dan Hassan Sadili, 2017, Kamus Inggris – Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm. 390 




Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat 
menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat 
rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong 
yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau 
kecanduan.51 
Pengertian Narkotika secara umum adalah obat-obatan yang mampu 
membius. Dengan kata lain, narkotika adalah obat-obatan yang mampu 
menggangu sistem kerja saraf tubuh untuk tidak merasakan sakit atau rangsangan. 
Narkotika pada awalnya ada tiga yang terbuat dari bahan organik yaitu Candu 
(Papaper Somniferum), kokain (Erythroxyion coca) dan ganja (Cannabis sativa). 
Sekarang narkoba jenis narkotika adalah Opium atau Opioid atau Opiat atau 
Candu, Codein, Methadone (MTD), LSD, PC, mescalin, barbiturat, demerol, 
petidin, dan lainnya.52 Menurut Lisa dan Sutrisna Narkotika adalah zat yang dapat 
menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara 
memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan 
pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsanggan, semangat dan halusinasi.53 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang 
dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang 
Narkotika menyebutkan bahwa narkotika digolongkan sebagai berikut : Narkotika 
Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Masing-masing 
penggolongan narkotika menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. 
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi 
narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa 
: 1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: 
Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/ 
Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. 2. Narkotika Golongan II adalah 
narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan 
dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain. 3. Narkotika Golongan 
III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 




Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Proiram da nada 13 maca, 
termasuk beberapa campuran lainnya.54 
 
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Penggunaan narkotika sebenarnya tidak mempunyai masalah jika 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan 
narkotikan berkaitan erat dengan dunia kesehatan. Penggunaan narkotika 
diperbolehkan sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Aturan-
aturan penggunaan narkotika ditetapkan dengan perundang-undangan, baik yang 
terkait dengan distribusi maupun penggunaannya. Penggunaan narkotika yang 
tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan 
kesehatan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan. 
Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan 
salah satu atau beberapa jenis narkotika  yang dilakukan tanpa aturan kesehatan  
kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan 
kesehatan  jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.55 
Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di 
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat 
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merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan saksama. 
Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, 
mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat 
merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, 
masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.56 
Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika yaitu, setiap orang yang tanpa hak atau melawan 
hukum : 
a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111); 
b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112); 
c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan I (Pasal 113) 
d. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114) 
e. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I  
(Pasal 115) 
                                                 




f. Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) 
g. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II 
(Pasal 117) 
h. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan II (Pasal 118) 
i. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 
119) 
j. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II 
(Pasal 120) 
k. Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121) 
l. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III 
(Pasal 122) 
m. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika 
Golongan III (Pasal 123) 
n. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 
124) 





p. Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan 
Narkotika Golongan III (Pasal 126) 
q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf a); 
r. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor 
Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf b); 
s. Menawarkan  untuk  dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk 
pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf c); 
t. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika 
untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129 huruf d) 
u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika (Pasal 132) 
Selain mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam ketentuan 
pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur 
tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika, yaitu sebagai berikut : 
1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128). 
 Pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu 
Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 




sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
2) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika (Pasal 131) 
3) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 132) 
4) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 
memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa 
dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau 
membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika (Pasal 133) 
5) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134) 
Pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa : 
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah 
sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
6) Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 






(1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, 
baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. 
(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau 
bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam 
kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau 
kemasannya. 
(3)  Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan 
Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. 
7) Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, 
menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, 
menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda 
atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, 
berwujud atau tidak  berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika 
dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika (Pasal 137 huruf a) 
8) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, 
penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau 
transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk 
benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang 
diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana 




9) Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta 
penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak 
pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 138) 
10) Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 
28 (Pasal 139) 
11) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 
(Pasal 140 ayat 1). 
12) Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141). 
  Pasal 91 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala kejaksaan negeri setempat setelah 
menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik 
BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status 
barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan 
pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. 
13) Petugas laboratorium yang memaliasukan hasil pengujian atau secara 
melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil 




14) Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara 
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan 
(Pasal 143). 
  Salah satu ketentuan mengenai tindak pidana Narkotika dan ancaman 
pidananya ada pada Pasal Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, yaitu termasuk tindak pidana narkotika adalah : 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuktanaman, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 
4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling 
sedikit Rp. 800.000.000,00  dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 
 
C. Rehabilitas Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian Pengguna Narkotika 
Pengguna berasal dari kata dasar guna. Pengguna memiliki arti dalam 
kelas nomina atau kata benda sehingga pengguna dapat menyatakan nama dari 
seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengguna mempunyai pengertian sebagai orang 
yang menggunakan.57 
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Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan 
golongan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada golongan narkotika baik 
secara fisik maupun psikis.58 Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang Nomor  35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa pecandu Narkotika 
adalah orang yang menggunakan  atau  menyalahgunakan Narkotika dan dalam 
keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe 
Pecandu Narkotika yaitu  : 1. orang yang menggunakan Narkotika dalam 
keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan  2. orang yang 
menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun 
psikis. 
 
2. Rehabilitas Pelaku Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika 
Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan 
haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang 
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutann atau peradilan karena ditangkap, 
ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alas an yang berdasarkan undang-undang 
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini; Pemulihan dari gangguan terhadap 
                                                 




kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara 
wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.59 
Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang 
dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban 
dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan 
kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk 
memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para 
pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap 
narkotika.60  
Menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah suatu proses 
pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa 
menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani 
hukuman.61 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu nentuk 
perlindungan sosial yang menginyegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib 
sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.62 
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Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Yogyakarta, Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta dalam Lysa 
Angrayni dan Yusliati, 2018, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap 




Istilah  rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, terdiri dari dua jenis, yaitu:63 
a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu 
untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Pasal 1 ke 16). 
b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik 
fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 ke 17) 
Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk 
menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun 
pengobatan dalam Lembaga Permasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya 
bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-
macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan 
narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.64  
Menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotikan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi 
Medis menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotikan adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi 
Sosial menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, 
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mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali 
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
 
Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkotika seringkali menyangkal 
kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan 
intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi ataupun membuat 
pengguna narkoba mau menjalankan rehabilitasi yaitu :65 
1) Pengobatan medis 
Penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan 
dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis 
heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat 
seperti methadone dan  buprenorfin. Obat ini akan membantu mengurangi 
keinginan memakai narkoba, yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti 
hepatitis C dan HIV hingga kematian. 
Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi 
narkoba yaitu naltrexone. Hanya saja obat ini memiliki beberapa efek samping 
dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah pengobatan detoksifikasi 
dilakukan di lokasi rehabilitasi. Naltrexone akan menghalangi efek narkoba 
berupa euforia (perasaan senang yang berlebihan dalam hal ini karena efek 
obat) dan ketagihan. 
        2) Konseling 
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Salah satu proses yang harus dilakukan konselor pertama kali yaitu 
meyakinkan penyalahguna narkoba bahwa ia mengalami kecanduan. Sebab, 
seorang penyalahguna narkoba yang masih dalam tahap penyangkalan akan 
sulit diajak bergabung dalam rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup 
mereka. 
Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna narkoba 
dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau 
perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan 
secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan 
konseling secara berkelompok. 
Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti 
memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi 
yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung 
jawab untuk mengenali bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara 
keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya 
untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba. 
Beberapa tempat Pusat Rehabilitasi Pencadu Narkoba di Indonesia 
antara lain:66 
1) UPT LIDO BNN, Bogor Jawa Barat 
2) Forum Silahturahmi Prof. Dr. Dadang Hawari & Rekan 
3) Klinik Spesialis Pro Vitalitas 
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5) PP. Pamardi Putra Putra Lembang 
6) PSPP Dharma Pala, Palembang 
7) PSPP Khusnul Khotimah, Tangerang 
8) PSPP Mandiri, Semarang 
9) PSPP Sehat Mandiri, Yogyakarta 
Menurut Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional, pecandu 
yang tertangkap negara yang menanggung biaya rehabilitasinya, kecuali 
rehab sendiri. BNN akan merehabilitasi pecandu yang tertangkap. Standar  
Rp 2.1 juta  per bulan perorang. untuk kebutuhan rehab medis, rehab sosial, 
dan makan seseorang yang direhab.67 
Prosedur rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu  sebagai berikut:68 
1) Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur 
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur 
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 
oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
2) Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur 
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah 
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sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Permasalahan narkotika selain dianggap dapat merusak masa depan bangsa 
juga tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan kesehatan khususnya penyebaran 
HIV/AIDS, melihat permasalahan tersebut MPR RI pada sidang umum tahun 2002 
melalui ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang REkomendasi Atas Laporan 
Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2002 merEkomendasikan kepada Presiden RI bersama 
DPR, merevisi Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1997.69 
Upaya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dilaksanakan 
oleh pemerintah melalui surat Presiden RI Nomor R. 75/Pres/9/2005 tertanggal 22 
September 2005 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Atas dasar 
surat presiden tersebut dilaksanakan rapat paripurna pada 30 September 2005, setelah 
melalui rapat paripurna pembahasan penanganan Rancangan Undang-Undang 
Narkotika kemudian dibicarakan dalam rapat BAMUS ke-1 pada masa sidang II 
tahun sidang 2005-2006 tertanggal 27 Otober 2005 yang memutuskan akan ditangani 
oleh pansus yang diserahkan pada komisi IX DPR-RI sebagai komisi yang mengurusi 
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permasalahan kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang baru menghasilkan keputusan 
pansus pada 27 Maret 2007.70 
Secara umum, pendelegasian rapat paripurna DPR-RI kepada komisi IX 
tersebut merupakan langkah maju bagi pemenuhan hak kesehatan pecandu sebagai 
korban dari perdagangan gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, 
pembahasan Rancangan Undang-Undang Narkotika mengalami dualisme pemikiran 
tentang pengguna narkotika. Di satu sisi, parlemen hendak mengubah pendekatan 
penanganan pengguna narkotika di Indonesia dari pendekatan hukum pidana kepada 
pendekatan kesehatan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009, dimana menurut Pasal 1 ke 13 bahwa pengguna 
narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik 
secara fisik maupun psikis. dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di sisi lain, parlemen hendak 
mempertahankan pemikiran tentang pengguna narkotika sebagai seorang kriminal 
dengan mencantumkannya sebagai penyalahguna narkotika, yaitu orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 ke 15. Dengan demikian, setiap pengguna narkotika golongan I dan II 
yang mendapatkan narkotika tersebut dari pasar gelap dapat dipidana dan 
dipenjarakan. Kedua pemikiran itu di dalam implementasinya akan mengalami 
persoalan yang besar karena sebagian besar pengguna narkotika di Indonesia 
menggunakan jenis-jenis narkotika yang dilarang, seperti heroin, kokain, dan ganja. 





Padahal secara umum, semua pengguna narkotika, baik yang mendapatkan narkotika 
dari pasar gelap maupun dari fasilitas kesehatan – seperti metadhon – seharusnya 
berhak untuk mendapatkan atau mengakses program pemulihan atas 
kecanduannya.71 
Hak atas pemulihan kesehatan pengguna narkotika dari kecanduannya itu 
senada dengan ketentuan World Health Organization (WHO) yang 
mengkategorisasikan adiksi (kecanduan) sebagai suatu penyakit kronis kambuhan 
yang dapat dipulihkan. Permasalahan lainya adalah penggolongan narkotika, dimana 
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika diusulkan memasukan semua 
jenis psikotropika golongan I dan II yang tercantum di dalam Undang-Undang 
Nomor  5 Tahun 1997 tentang psikotropika dikategorisasikan sebagai narkotika di 
dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika.72 
Persoalan tarik menarik antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan 
masyarakat dalam membuat pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika ketika itu menjadi begitu panjang. Pada akhir masa kerja DPR RI 
periode 2004-2009, DPR baru menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudiaan disahkan oleh Presiden RI pada 
12 Oktober 2009. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1997 
tentang narkotika sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan guna menghadapi 
perkembangan peredaran narkotika ilegal di Indonesia. Ada beberapa tujuan yang 
hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang 
                                                 





Nomor  35 Tahun 2009, yaitu: (1) menjamin ketersediaan narkotika untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan narkotika; (3) memberantas peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika; dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan 
sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.73 Berdasarkan hal tersebut dapat 
dilihat bahwa rehabilitasi pengguna narkotika merupakan salah satu kebijakan dalam 
penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. 
Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikatagorikan 
sebagai pelaku (daders) akan tetapi pengguna dapat dikatagorikan baik sebagai 
pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang 
berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 
dalam Undang-Undang Narkotika. 
Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka 
pengguna sekaligus korban diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134. Pada 
tindak pidana narkotika, pengguna adalah juga korban. Namun demikian pengguna 
yang juga sebagai korban kurang mendapat perhatian. Pengguna lebih condong 
ditempatkan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika  bukan sebagai korban 
sehingga juga harus dikenakan pidana. Terlupakannya korban tindak pidana tidak 





dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum 
pidana neo-klasik yang notabene melahirkan hukum pidana yang bersifat “daad–
dader strafrecht”, yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan pelaku. 
Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan berlebihan, 
dalam artian tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran 
timpang sebagai akibat dalam hukum acara pidana di Indonesia, lebih 
mengedepankan “proses hukum yang adil” atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
“due process model”. 
 Pecandu narkotika merupakan “Self Victimizing Victims” yaitu mereka yang 
menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu 
narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika 
yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu 
sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. 
Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum 
pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan 
pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan 
agar yang bersangkutan  menjadi jera. 
 Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada 
pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada 
pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan 
masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut 
double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan 




narkotika adalah sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, 
victimologi tetap menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun 
dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.  
Pecandu narkotika merupakan pelaku sekaligus korban tindak pidananya 
sendiri. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai pelaku 
adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi 
tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa 
pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas 
rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan 
dihitung sebagai masa menjalani hukuman.  
Peraturan yang berkaitan dengan narkotika sebenarnya sudah mengandung 
double track system. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika telah mengatur mengenai perawatan (treatment) dan rehabilitasi 
terhadap pecandu narkotika, yang disebut dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jelas 
ditegaskan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya memang mengayomi dan 
memperhatikan kondisi pecandu narkotika karena dalam Pasal ini “mewajibkan” 
pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  
Kata “wajib” dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut 
tentunya  mengandung makna bahwa pecandu dipaksa oleh pemerintah untuk 
menjalankan rehabilitasi dengan biaya yang ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, 




perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku tindak 
pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka 
dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat. 
Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika merupakan salah satu tujuan utama diterbitkannya Undang-
undang Narkotika. Artinya rehabilitasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah 
dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi pengguna. 
Kebijakan rehabilitasi bagi pengguna atau pecandu narkotika dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tersendiri atau secara khusus 
pada Bab IX bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Adapun kebijakan rehabilitasi bagi 
pengguna narkotika tersebut terdapat dalam beberapa Pasal antara lain dalam Pasal 
54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan tersebar dalam beberapa Pasal 
seperti Pasal 103 dan Pasal 127. Adapun kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika 
menurut Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut sebagai 
berikut: 
Pasal 54 
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  
 
Pasal 55 
(1)  Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib 
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk 





(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
 
Pasal 56 
(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk 
oleh Menteri. 
(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah 
mendapat persetujuan Menteri. 
 
Pasal 57 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu 
Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui 
pendekatan keagamaan dan tradisional. 
 
Pasal 58 
Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi 
pemerintah maupun oleh masyarakat. 
 
Di dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan hakim yang 
memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat 
memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan 
dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan 
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu 
narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. 
Undang-Undang Narkotika, juga memberikan landasan hukum kemungkinan 
pengguna narkotika tidak dipidana, sebagaimana diatur Pasal 128 ayat (2) dan (3) 
Undang-Undang Narkotika, memberikan jaminan tidak dituntut pidana dengan 




a)   Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua 
atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut 
pidana;  
b)  Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan 
dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh 
pemerintah tidak dituntut pidana.   
Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pengguna narkotika adalah tidak 
dipidana, karena pengguna narkoba terutama yang ada dalam tahap kecanduan telah 
didudukan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi, baik secara medis maupun 
sosial.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika Pasal 
103 dikategorikan dua macam kemungkinan status hukum dari pengguna atau 
pecandu narkotika yang diproses sampai ke pengadilan, yaitu:  
1. Terhadap mereka yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika akibat dari 
kesalahannya sendiri, maka pengadilan dapat memutus/memvonis untuk 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 1 sub a), sedangkan biaya pengobatan dan 
perawatan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, sebab 
pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani 





2. Terhadap mereka yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika bukan akibat 
kesalahannya, kerana dipaksa, dibujuk atau hal lain diluar kemampuannya maka 
penetapan untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi bukan merupakan vonis 
atau hukuman dan dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan kepada 
pecandu narkotika tersebut, walaupun tidak terbukti bersalah tetapi wajib 
menjalani pengobatan dan perawatan yang biayanya selama dalam status tahanan 
menjadi beban Negara terkecuali tahanan kota dan tahanan rumah (Pasal 103 ayat 
1 sub b).  
Dari ketentuan diatas dapat dilihat adanya kewenangan penuh para hakim 
unuk dapat memutus/memvonis pecandu narkotika itu dengan penjara atau 
rehabilitasi. Namun hakim sering kesulitan menentukan seseoarng itu pecandu 
atau bukan dan inilah yang menjadi kendala dalam penerapan rehabilitasi tersebut.   
Pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna 
narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna 
narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, 
ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.  
Ketentuan hukum lainnya dalam menempatkan korban pengguna narkoba 
di tempat rehabilitasi medis dan sosial juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut memberikan jaminan kepada pecandu 




dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan 
ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata 
tentang hakikat dari pecandu narkoba dalam konteks ilmu hukum khususnya 
viktimologi. 
 Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang 
terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkoba 
selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus,  dalam hal ini rehabilitasi menjadi 
hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani 
memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan 
terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-
undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam 
masyarakat. Tantangan lain bagi pembuat kebijakan adalah apakah kekuatan surat 
edaran dari aspek yuridis formal mampu mendekriminalsiasi pecandu karena dari 
beberapa sumber menyebutkan negara yang mendukung dekriminalisasi secara de 
jure mencabut semua peraturan yang menghukum para pengguna dan dalam 
penanganannya tidak memenjarakan, menuntut ataupun melakukan penangkapan 
kepada pengguna. 
Implementasinya Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan 
mengeluarkan Surat Edaran (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 
2010 yang menjadi pegangan pertimbangan hakim dalam memutus narkotika. 
Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, ada petunjuk 




dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana 
sebagai berikut:74 
a. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan  
b. Pada saat tertangkap tangan, hanya ditemukan barang bukti narkotika 
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:  
1) Kelompok metaphetamine (shabu) : 1 gram  
2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir  
3) Kelompok heroin : 1,8 gram  
4) Kelompok kokain : 1,8 gram  
5) Kelompok ganja : 5 gram  
6) Daun koka : 5 gram  
7) Meskalin : 5 gram  
8) Kelompok psilosybin : 3 gram  
9) Kelompok LSD (dilysergic acid diethylamide) : 2 gram  
10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram  
11) Kelompok fentanil : 1 gram  
12) Kelompok metadon : 0,5 gram  
13) Kelompok morfin : 1,8 gram  
14) Kelompok petidin : 0,96 gram  
15) Kelompok kodein : 7,2 gram  
16) Kelompok bufrenorfin : 32 mg  
                                                 




c. Ada surat uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa menggunakan 
narkotika (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010).   
d. Ada surat keterangan dari dokter jiwa maupun psikiater yang ditunjuk oleh 
hakim yang menerangkan terdakwa adalah seorang pecandu  
e. Terdakwa tidak merangkap sebagai pengedar atau produsen  
Selain itu ketentuan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ini juga 
karena umumnya pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini masih menganut 
sistem public security dan belum pada tahap public health. Artinya, upaya yang 
dilakukan di Indonesia saat ini masih dominan terhadap bidang pemberantasan 
penyalahgunaan narkoba, atau belum memfokuskan pada upaya merehabilitasi 
pecandu dari aspek medis dan sosial. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan rujukan untuk membedakan terdakwa 
sebagai penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar 
minimal barang bukti yang didapatkan. Barang bukti hanyalah salah satu alat 
bukti, sedangkan pembuktian minimal ada 2 alat bukti, bila di dalam proses 
peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun 
barang bukti narkoba yang dimiliki di bawah minimal tentu saja sah bila hakim 
menjatuhkan vonis sebagai pengedar/bandar.  
Menelaah ketentuan di atas, institusi dan penegak hukum di Indonesia 
sebaiknya mulai memilih jalur alternatif yakni memberikan vonis rehabilitasi 
bagi pengguna narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan terhadap korban 
pengguna narkotika bukan solusi efektif karena pengguna narkotika 




Kebijakan rehabilitasi pengguna narkotika menurut Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dilakukan melalui lembaga 
wajib lapor. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55.  Adanya lembaga 
wajib lapor diharapkan bisa menjadi pintu gerbang proses rehabilitasi nasional. 
Dengan adanya lembaga ini, sistem pendataan pencandu bisa dilakukan lebih 
intensif dan menyeluruh. Lembaga-lembaga rehabilitasi pencandu milik 
lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan lembaga milik swasta 
lainnya bisa diintegrasikan. Inilah sebabnya mekanime wajib lapor di 
rumuskan dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengatur 
bahwa orangtua, atau wali pencandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika 
di bawah umur wajib lapor untuk memperoleh pengobatan atau perawatan. 
Demikian pula Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan 
diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, 
rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 
ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan 
melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Seperti yang diatur dalam 
bagian kedua tentang Rehabilitasi dikatakan bahwa Pecandu Narkotika dan 
korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial.  
Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur 
wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 




Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.  
Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sedangkan bagi 
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 
dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 
Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 
Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam 
menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya 
untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, 
masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan 
terhadap anak-anaknya. Namun peran serta dari orangtua maupun keluarga 
pecandu di satu sisi diberikan kewajiban hukum yang cukup berat. Bagi Orang 
tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini ditentukan 
dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pelaporan ini dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika nantinya akan dikompensasi dengan dilepaskannya tuntutan pidana 
bagi pecandu yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 




dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana. 
Sedangkan bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur (telah berumur 18 
tahun) yang telah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh orang tuanya tidak 
akan dituntut pidana. Dengan syarat sedang menjalani rehabilitasi medis 
maksimal 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga 
rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah. 
Untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga wajib lapor kaitannya 
dengan pecandu narkotika, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor 
Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
749); dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, 
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses 
Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan 
Penetapan/Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1753). Kedua peraturan tersebut selanjutnya dicabut dan diganti dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis 
Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. 
Pada ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan 
Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan 




Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib lapor dalam: a. 
menyelenggarakan program wajib lapor dan/atau rehabilitasi medis bagi 
pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika baik yang 
datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, 
maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan b. 
melakukan klaim pembiayaan.  
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi 
Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika meliputi: a. 
tata cara pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis; b. pembiayaan dan 
prosedur pembayaran klaim; dan c. pelaporan pelaksanaan wajib lapor dan 
rehabilitasi medis 
Selain mengatur ketentuan rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada 
aspek pelaksanaan dan lembaga wajib lapor, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika juga memuat kebijakan mengenai tempat pelaksanaan 
rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis di rumah sakit dan rehabilitasi sosial 
termasuk lembaga rehabilitasi tertentu (instansi pemerintah atau masyarakat) 
dengan pendekatan keagamaan dan tradisional. Terapi dan rehabilitasi sarana, 
program pelayanan serta rangkaian proses yang diberikan kepada pecandu agar 
terlepas dari ketergantungan narkotika sampai mereka dapat hidup bebas tanpa 
narkotika.  
Terdapat banyak fasilitas terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan 




Pasal 1 ke 16, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 
ayat (17), rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.  sekitar kita. 
Akan tetapi, tidak ada satu program pun yang cocok untuk semua jenis 
pecandu, sebab proses penyembuhan sangat bersifat individual.  
Menurut Pasal 56 bahwa rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan 
di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan 
rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. 
Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan 
Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau 
masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Hal ini 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika. Sedangkan Rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu 
Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh 
masyarakat. Pengaturan rehabilitasi social ini nantinya akan diatur dengan 
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. 





1. Rawat Inap 
 a.  Rawat inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat), rumah Sakit Jiwa, atau di Rumah Sakit Umum. 
Terapi ini sering disebut terapi primer (primary treatment). 
 b. Lama terapi bervariasi, dapat berlangsung hingga 4-6 minggu atau 
mungkin lebih tergantung metode terapi yang digunakan, bahkan 
mungkin program rehabilitasinya hingga mencapai 2 tahun.  
c.  Pelayanan dilakukan oleh tim profesional multidisplin, terdiri atas: 
psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat juga peer 
counselor (konselor sebaya). 
2. Rawat jalan  
a. Di rumah sakit (khusus dan umum) bagian rawat jalan, klinik maupun 
puskesmas. Biasanya berlangsung 2-3 jam selama 10 minggu dengan 
frekuensi 3-4 kali seminggu.  
b. Program  rawat   jalan   memiliki lebih sedikit komponen program 
dibandingkan rawat inap. 
c. Day program atau program terapi siang hari, klien tetap tinggal di 
rumahnya dan terapi dilakukan pada siang hari sehingga tidak 
mengganggu aktivitas sEkolah, perkuliahan maupun bekerja.   
3. Panti Rehabilitasi  
Ada beberapa jenis sarana rehabilitasi, yaitu: rehabilitasi sosial, 
rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh 




theraupetic community (TC) adalah kumpulan komunitas mantan pecandu 
dimana mereka satu sama lain saling membantu untuk pulih dan tetap 
berhenti dari obat-obatan. Yang antara lain sebagai berikut: 
a. Menggunakan tenaga peer counselor (mantan pemakai yang pulih, 
terpilih dan terlatih) dengan 1-2 orang konselor professional.  
b. Program dapat bersifat primer atau sekunder, program berlangsung 3 
bulan hingga 2 tahun dengan penekanan pada proses sosialisasi.  
c. Beberapa TC mensyaratkan pecandu terpisah sama sekali dari dunia 
sekitarnya. Tetapi ada juga yang tidak, terapi yang biasanya dilakukan 
bersifat konfrontatif.  
d. TC hampir mirip seperti asrama, dimana terdapat jadwal harian tetap dan 
anggotanya memelihara dan mengelola fasilitas tersebut.  
4. Half way house (rumah pendampingan)  
a. Sebagai sarana transisi dari proses terapi dan rehabilitasi ke lingkungan 
sosial, dimana mantan pecandu tinggal bersama dibantu oleh pengawas 
yang berasal dari tenaga profesional, biasanya terdiri dari 20 orang 
pecandu dan mereka bertanggung jawab memelihara tempat tinggal 
seperti belanja, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. 
Tujuannya agar timbul rasa tanggung jawab pada mantan pecandu, 
disiplin dan mampu bersosialisasi dengan dunia luar. Program ini belum 
banyak diterapkan di Indonesia.   
b. Jenis perawatan ini cocok bagi pecandu yang tidak memperoleh banyak 




akses ke rumah sakit/pusat rehabilitasi dan bagi mereka yang belum 
dapat dipulangkan ke lingkungan tempat tinggalnya.75  
Rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga memiliki tahap-tahap. 
Adapun tahap-tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut:76 
1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa 
seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. 
Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat 
tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. 
Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala 
putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan 
keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.  
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program 
rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, 
sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido 
(Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat 
rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya 
program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah), 
pendekatan keagamaan, dan lain-lain.  
3.  Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan 
sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, 
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pecandu dapat kembali ke sEkolah atau tempat kerja namun tetap 
berada di bawah pengawasan. 
Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi 
secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Dalam 
hal penanganan pecandu narkoba di Indonesia terdapat beberapa metode 
terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu :77 
1. Cold turkey; artinya seorang pecandu langsung menghentikan 
penggunaan narkoba/zat adiktif. Metode ini merupakan metode tertua, 
dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan 
obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan 
diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis). Metode ini 
banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan 
keagamaan dalam fase detoksifikasinya.  
 
 
2. Metode alternatif  
3. Terapi  substitusi  opioda;  hanya digunakan untuk pasien-pasien 
ketergantungan  heroin (opioda). Untuk pengguna opioda hard core 
addict (pengguna opioda yang telah bertahuntahun menggunakan opioda 
suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga 
perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin 
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(narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa 
obat yang sering digunakan adalah kodein, bufrenorphin, metadone, dan 
nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan 
diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian 
secara bertahap dosisnya diturunkan. Keempat obat ini telah banyak 
beredar di Indonesia dan perlu adanya kontrol penggunaan untuk 
menghindari adanya penyimpangan/penyalahgunaan obat-obatan ini 
yang akan berdampak fatal. 
 4. Therapeutic community (TC); metode ini mulai digunakan pada akhir 
1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu 
agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani 
kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang 
disebut Drug Free Self Help Program. Program ini mempunyai sembilan 
elemen yaitu partisipasi aktif, feedback dari keanggotaan, role modeling, 
format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai-nilai, 
struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan 
penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan   menolong 
peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan 
kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual dan 
spiritual, vocasional dan pendidikan, keterampilan untuk bertahan bersih 
dari narkoba.  
5. Metode 12 steps; di Amerika Serikat, jika seseorang kedapatan mabuk 




untuk mengikuti program 12 langkah. Pecandu yang mengikuti program 
ini 
Pada 11 Maret 2014, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan 
HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, 
dan Kepala BNN menyepakati peraturan bersama mengenai Penanganan 
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi. Alasan disusunnya peraturan bersama ini adalah karena adanya 
ketentuan Pasal 54 undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta 
Hakim dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika wajib memperhatikan 
ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika yang 
menyatakan bahwa dalam memutus perkara hakim wajib memperhatikan 
ketentuan Pasal 54 yaitu tentang kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, Pasal 
55 tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi 
medis dan sosial, dan Pasal 103 tentang hakim yang dapat memutus pecandu 
narkotika  menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. 
Jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 
Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika 
semakin meningkat namun upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum 
dilakukan secara optimal dan terpadu, dan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) 




Pidana,menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh 
mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat 
perawatan.78  
Pasal 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum 
dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala 
Kepolisian RI, dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi 
menyatakan bahwa  Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 
sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang 
ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan 
narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat di tempatkan 
di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang 
dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 
Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah 
dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.  
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang 
ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan 
jumlahztertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, 
darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam 
jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan 
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rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara 
Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik 
BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. 
Pacandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 
tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan 
barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dan positif memakai 
narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut, atau DNA setelah 
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara 
Pemeriksaan oleh  penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari 
Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau cabang 
Rumah Tahanan Negara dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan 
dalam rangka rehabilitasi.79 
Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu wajib disimpulkan paling 
lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik. Pecandu 
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau 
terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika ditahan di Rumah Tahanan 
Negara dan dapat memperoleh rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di 
rumahtahanan Negara atau LembagaPemasyarakatan. Selama proses 
penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, penyidik dan/atau Jaksa 
Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak lembaga rehabilitasi 
                                                 




dalam hal proses pengiriman dan penjemputan tersangka atau terdakwa dalam 
Tindak Pidana Narkotika 
Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban 
Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapat penetapan atau putusan 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan 
dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitas medis 
dan/atau lembaga rehabilitas sosial yang ditunjuk. Penyerahan dilakukan 
dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Bagi Narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan 
korban Penyalahgunaaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir 
atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabiitasi sosial 
yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan 
Negara dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi yang telah 
ditunjuk oleh Pemerintah. Bagi Narapidana yang termasuk dalam katagori 
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mempunyai fungsi 
ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau 
rehabilitasi sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan  atau Rumah Tahanan 
Negara. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial 
sebagaimana dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam melakukan assesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban 




Penyalahguna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu. Anggota Tim 
Assesmen Terpadu diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di 
tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan 
NarkotikaNasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika 
Nasional Kabupaten / Kota. Tim Asesmen terpadu terdiri dari: Tim Dokter 
yang meliputi dokter dan Psikolog; dan Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, 
BNN, Kejaksaaan, dan Kemenkumham. Tim Asesmen Terpadu mempunyai 
tugas salah satunya adalah Assesmen dan analisa medis, psikososial, serta 
merEkomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.  
Tim Assesmen terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan 
analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban 
Penyalahgunaaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika. 
termasuk juga untuk menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna 
Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi, dan kondisi 
ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; Tim juga merEkomendasi 
rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban 
Penyalahgunaan Narkotika 
Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan rehabilitas medis dan/atau rehabilitas 
sosial, pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau 
rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi 
medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lembaga rehabilitasi yang menyelenggarakan 
program rehabilitasi medis dan rehabilitasi dan/atau rehabilitasi sosial terhadap 




perkembangan program rehabilitasi kepada penegak hukum sesuai dengan tingkat 
proses peradilan.80 Terhadap putusan Hakim yang sudah mempumyai kekuatan 
hukum tetap, putusan rehabilitasi dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke 
lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan putusan hakim. 
Berdasarkan uraian mengenai rehabilitasi pengguna narkotika berdasarkan 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait lainnya dapat dianalisis bahwa penyakahguna narkotika 
ditekankan untuk menjalani rehabilitasi baik sebagai hukuman terhadap 
penyalahguna yang terbukti bersalah maupun sebagai upaya pemulihan kesehatan 
semata terhadap penyalahgunan yang tidak terbukti bersalah. Hal inilah yang menjadi 
kekhususan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Menurut kajian teorinya hal tersebut dikenal dengan teori dekriminalisasi 
penyalahguna narkotika. 
Menurut Iskandar bahwa dekriminalisasi penyalahguna narkotika dalam 
konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil 
kajian  hukum terhadap permasalahan narkotika yang tidak kunjung selesai. 
Dekriminalisasi penyalahguna narkotika merupakan model penghukuman non 
criminal sebagai salah satu paradigm hukum modern yang bertujuan menekan 
demand dan sekaligus menekan suplay narkotika illegal sehingga  berdampak pada 
penurunan prevalensi penyalahguna narkotika dan dapat menurunkan peredaran gelap 
narkotika.81 
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Pada 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa atau European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) mengeluarkan definisi 
dekriminalisasi Penyalahguna sebagai berikut: "Dekriminalisation of drug possession 
or use as "removel of sanctions under criminal law, with optional use of 
administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered 
therapeutic responses". Dekriminalisasi Penyalahguna narkotika berbeda dengan 
konsepsi dekriminalisasi yang secara baku diartikan sebagai proses menghilangkan 
atau menghapus ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan 
tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Dekriminalisasi penyalahguna narkotika 
bukan diartikan sebagai legalisasi terhadap penggunaan narkotika.82 
 
Dekriminalisasi penyalahguna narkotika ditujukan bagi penyalahguna untuk diri 
sendiri dengan kepemilikan narkotika dalam jumlah terbatas untuk kepentingan 
pemakaian sehari. Penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan melanggar 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun jika perbuatan 
tersebut telah dilakukan, upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas 
menyebutkan mengenai dekriminalisasi penyalahguna narkotika. Namun 
dekriminalisasi penyalahguna narkotika terkonstruksi dalam kebijakan hukum dan 
politik hukum negara sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal undang-undang 
tersebut. 
                                                 




Kontruksi pertama, tentang tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor  35 Tahun 
2009 tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 4. Khususnya huruf b dan d. Di mana 
tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: b) 
Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan 
narkotika; d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 
Penyalahguna dan pecandu narkotika. 
Kontruksi kedua, penyalahguna diancam dengan pidana ringan khusus bagi 
penyalahguna bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara maksimal4 tahun dan 
penyalahguna yang sudah menjadi pecandu diancam dengan pidana 6 bulan. 
Kontruksi ketiga, penyalahguna diancam dengan hukuman pidana ringan secara 
formil tidak memenuhi syarat ditahan berdasarkan Pasal 21 KUHAP dan tidak dapat 
dijuntokan dengan Pasal pengedar karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika (kontruksi pertama) 
sebagai jalan keluar untuk menjamin penyalahguna direhabilitasi. Penyidik, Penuntut 
Umum, dan Hakim diberi kewenangan untuk menempatkan di lembaga rehabilitasi 
sebagai alternatif penahanan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 
Tahun 2011 Pasal 13 huruf 4. 
Kontruksi keempat, hakim diberi kewenangan memutuskan dan menetapkan 
hukuman rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah terhadap 
Penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan. Hukuman rehabilitasi sama 





Kostruksi kelima, pecandu adalah penyalahguna narkotika dan dalam keadaan 
ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). 
Penyalah guna diancam dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun (Pasal 
127) agar penyalahguna menjadi pecandu, Penyalahguna tersebut harus divisum / 
diberikan keterangan ahli sehingga Penyalahguna berubah menjadi pecandu. Pecandu 
hukumnya wajib direhabilitasi (Pasal 54). Untuk mengetahui peranan tersangka 
sebagai Penyalahguna murni atau tidak dan untuk mengetahui kadar ketergantungan 
narkotikanya maka tersangka harus dimintakan visum / asesmen / keterangan ahli.  
Kontruksi keenam, orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib 
melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan pecandu narkotika yang 
sudah cukup umur wajib melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi (Pasal 55). 
Pecandu narkotika yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (Pasal 
128). 
Dalam diskursus hukum, penyalahguna narkotika merupakan pelaku kejahatan 
yang sekaligus menjadi korban kejahatan narkotika yang bersifat adiktif yang 
membutuhkan perlakuan khusus, yakni rehabilitasi. Perlakuan khusus ini untuk 
mengembalikan mereka agar pulih menjadi warga negara yang mampu berperan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya konstruksi hukum Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika menganut 
double track system pemidanaan. Yaitu sistem pidana penjara dan sistem pidana 
rehabilitasi. Penyalah guna narkotika mengikuti sistem pidana rehabilitasi ditandai 




dilakukan penahanan) dan dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti 
hukuman penjara yang bersifat wajib. 
Sistem pidana rehabilitasi merupakan sistem pidana yang mengintegrasikan 
aspek hukum dan aspek kesehatan untuk mendekatkan Penyalahguna narkotika 
terhadap akses rehabilitasi. Agar sembuh dan beban sosial masyarakat serta 
memberikan harapan pada masa depan paska-sembuh dari sakit adiksi. 
Sistem  pidana rehabilitasi ini bertujuan untuk mendekatkan Penyalahguna 
terhadap akses rehabilitasi agar sembuh. Tidak menjadi Penyalahguna lagi sekaligus 
untuk menekan permintaan atau kebutuhan narkotika. Sehingga bisnis narkotika 
cenderung menjadi bisnis yang tidak menarik dan tidak laku karena tidak ada 
konsumennya. 
Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari pelaksanaan sistem pidana 
rehabilitasi bagi Penyalahguna narkotika adalah munculnya keinginan masyarakat 
yang keluarganya  menjadi Penyalahguna untuk menyembuhkan diri secara sukarela 
atau mandiri. Sekaligus memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melaporkan diri secara 
sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan perawatan dan 
tidak dituntut pidana (Pasal 128). 
Ekspektasi ini sesungguhnya sejalan dengan ruh dan tujuan  Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hendak menyelamatkan bangsa 
Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Serta menjamin 




narkotika. Exspektasi tersebut terkendala karena implementasi penegakan hukum 
terhadap Penyalahguna dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman penjara.  
 
B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna 
Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika 
Permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitiasi terhadap pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
antara lain sebagai berikut: 
1. Adanya kecenderungan pandangan penegak hukum yang memposisikan pengguna 
narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum 
pidana bukan rehablitiasi. 
Kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai kecenderungan 
dengan menggunakan pendekatan kesehatan daripada pemidanaan. Hal ini terlihat 
dari adanya kewajiban rehabilitasi terhadap pengguna narkotika sebagai muatan 
dalam undang-undang narkotika. 
Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, 
yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, 
pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan 
narkotika. Dimana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika diperlukan 
strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap 




reduction sehingga dapat mengurangi supply narkotika illegal. Konsep ini juga 
memiliki dampak Ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika.83 
Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu 
tantangannya adalah perbedaan pandangan dalam memposisikan pengguna 
narkotika. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat namun juga 
melanda institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam suatu diskusi yang 
diadakan di Kamar Pidana Mahkamah Agung, perbedaan pandangan tersebut 
terpampang dengan jelas.84 Hakim Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa 
pengguna Narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam 
memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tak akan membuat 
jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekedar rehabilitasi.85 
Pendapat lain dikemukakan Hakim Agung yang lain, Andi Samsan Nganro, 
yang mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Namun, hakim tak 
bisa sendirian menengakkan semua aturan tersebut dan peran penyidik dan 
penuntut umum sangat besar dalam hal membuat dakwaan. Ia kemudian 
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85 Institute for Justice Reform (ICJR),  2016, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam 
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memberikan ilustrasi dimana penyalahguna narkoba hanya dijerat dakwaan 
tunggal dengan Pasal yang menyangkut pengedar. Bagaimana mungkin hakim 
dapat menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwa 
dengan Pasal penyalahguna narkoba. Perbedaan pandangan di antara Hakim 
Agung di atas dapat dijadikan refleksi mengenai paradigma hakim dalam 
memandang pengguna narkotika, yang tentu saja akan mewarnai dan berdampak 
pada beragamnya pola penjatuhan putusan.86 
Praktiknya, kecenderungan pandangan penegak hukum yang memposisikan 
pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dominan. Hal 
ini menyebabkan pengguna narkotika lebih condong ditempatkan sebagai pelaku 
kejahatan daripada korban yang membutuhkan pemulihan kesehatan. 
 
Paradigma penempatan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan 
narkotika didasari pada asumsi bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, 
dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, 
menyimpan dan memiiki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan 
ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan 
Pasal-Pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.87 
 Kecenderungan pandangan penegak hukum yang memposisikan pengguna 
narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika terlihat dari ketentuan Pasal yang 
diterapkan kepada pengguna narkotika merupakan Pasal-Pasal yang berorientasi 
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pada pemidanaan. Adapun Pasal yang sering diterapkan terhadap pelaku 
penyalahguna narkotika baik terhadap pengguna/pecandu maupun pengedar yaitu 
antara lain: 
Pasal 111 ayat (1) 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam 
bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara Ibid, paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 




Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus 




Pasal 114 ayat (1) 
 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 
 
Ada kecenderungan Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 dan Pasal 114 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 ditempatkan sebagai dakwaan primair. 
Ketiga Pasal tersebut mempunyai unsur-unsur yang lebih luas sehingga  peluang 
menjerat pelaku semakin besar. Penggunaan Pasal-Pasal tersebut juga 
menimbulkan konsekuensi tertutupnya kemungkinan penempatan pengguna 




Hal tersebut akan berbeda jika Pasal yang diterapkan dalam dakwaan 
primair adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika yang menyatakan Setiap Penyalahguna (a) Narkotika Golongan I bagi 
diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) 
Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.  Pasal tersebut merupakan satu 
kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan 
bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan 
Pasal 127 mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan 
pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, meskipun 
pengguna yang dimaksud terbatas pada pecandu dan korban penyalahguna. 
2. Putusan rehabilitasi memerlukan prosedur dan persyaratan yang berat. 
Untuk mendapatkan putusan rehabilitas diperlukan rEkomendasi dari 
dokter dan melalui assesment. Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa 
rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai 
rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang 




35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai Pasal lainnya. 
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, 
rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi 
patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan 
terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan 
ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat 
wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut 
umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, 
maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk 
dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus 
menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabiltasi sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.88 
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Hal ini disebabkan adanya kecenderungan penuntut umum dan hakim 
yang condong memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Padahal 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang 
yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 
103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: 
(1)  Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk 
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk 
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.  
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika 




Meski demikian, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim 
tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang 
wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat 
rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. 
Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 
juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 
Lapor Pecandu Narkotika Dimana dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang 
menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis 
dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa 




pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan 
kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan setelah mendapatkan rEkomendasi dari Tim Dokter. 
REkomendasi dokter sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah 
Agung yakni sebagai salah satu syarat rehabilitasi pelaku: yakni “Diperlukan surat 
keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim”. 
Namun fakta dari potret putusan pengadilan menunjukkan bahwa sangat sedikit 
rEkomendasi dokter yang tersedia. Dengan minimnya rEkomendasi dokter maka 
pantaslah bahwa putusan rehabilitasi jarang diberikan.  
 
Peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama 
penyidik dan penuntut umum. Rehabilitasi akan terpenuhi apabila dalam hal 
melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium, 
sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan 
tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum 
dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang 
bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.89 
Namun dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil 
pemeriksaan positif menggunakan narkotika, dilakukan bukan untuk kepentingan 
penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat 
dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. Ini karena sebagian besar 
                                                 





penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan 
oleh penyidik.90  
Dalam Peraturan Bersama di Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan lebih 
tegas bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai 
tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi 
tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan 
hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis 
dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah 
dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara 
Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim 
Asesmen Terpadu, sedangkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan 
jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, 
rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu 
tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang 
dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil 
Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah 
dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Dalam putusan 
pengadilan hal-hal yang ditegaskan dalam peraturan bersama di atas jarang 
menjadi perhatian.91 
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3. Keengganan masyarakat melakukan wajib lapor bagi pecandu narkotika 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 
55 menyebutkan tentang kewajiban melapor bagi Orang tua atau wali dari Pecandu 
Narkotika yang belum cukup umur atau pecandu narkotika yang sudah cukup umur 
ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitas medis 
dan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 
perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.  
Sementara dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa: Hakim yang 
memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan 
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika 
tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. 
Dengan demikian rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela 
atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas 
inisiatif orang tua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib 
Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum 
dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada 
tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Kementerian Kesehatan 




pada pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
dibandingkan pemenjaraan. Adapun pelaksanaan rehabilitasi diselenggarakan pada 
fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. 
Tujuan utama program wajib lapor adalah untuk memenuhi hak pengguna 
narkotika, selain juga pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya (kesemuanya 
disebut Napza) dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi 
medis atau sosial. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas 
mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun 
rencana terapi, dan memberikan rEkomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna Napza untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan 
Napza.92 
Program wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 
diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk 
melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkotika yang menerima 
perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya 
jumlah pengguna Napza yang melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib 
Lapor, diharapkan semakin sedikit pengguna Napza yang menjalani 
pemenjaraan.93 Namun pada kenyataannya umumnya masyarakat enggan untuk 
melakukan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Umumnya masyarakat belum terpapar informasi mengenai wajib lapor para 
pecandu narkoba, padahal wajib lapor ini sudah dituliskan dalam Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55. Wajib lapor juga kerap 
diabaikan karena pecandu narkoba khawatir dirinya akan dikucilkan atau 
masalahnya disebarluaskan 
Pada umumnya masyarakat, khususnya pengguna narkotika di daerah enggan 
melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) karena takut 
mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat. Adakalanya mereka takut apabila 
begitu melapor pada akhirnya dikucilkan serta mendapatkan stigma negatif di 
tengah masyarakat dan beberapa alasan:94 
a. Kurang pengetahuannya tentang IPWL 
Harus diakui selama ini informasi tentang IPWL masih kurang di kalangan 
masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pedalamam kurang mendapatkan 
informasi tersebut.  
b. Rasa takut pengguna dimasukan dalam jeruji penjara. 
Penjara? setiap orang yang melakukan tindak kejahatan pasti akan melakukan 
segala cara untuk menghindari jeruri besi. Hukum di Indonesia memang 
mengatur penyalahgunanan akan diproses dan diberi hukuman. tetapi hukuman 
tidak selalu masuk penjara tetapi bisa juga dimasukan tempat rehabilitasi 
dengan syarat mau menyerahkan diri secara suka rela ke IPWL. 
c.    Alasan nama baik keluarga 
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Seseorang yang sudah tejerat narkoba bukan hanya dirinya sendiri yang hancur 
tetapi juga keluarga. Siapa yang mau salah satu keluarga kita ternyata pecandu. 
karena alasan tak mau merusak nama baik keluarga para pecandu bersembunyi 
dan sebisa mungkin tidak melibatkan keluarga meski pada akhirnya keluarga 
mau tak mau pasti akan terseret juga karena narkoba tak bisa disembuhkan 




d.    Pekerjaan dan lingkungan 
Narkoba bisa merusah masa depan yang sudah dengan susah dibangun. Jadi tak 
salah narkoba menjadi barang penghancur masa depan. Merusak pekerjaan yang 
selama ini telah dirintis dari awal sebab tak ada perusahan yang mau 
menampung pekerja seorang pecandu, banyak universitas yang mengeluarkan 
mahasiswa yang ketahuan menjadi pecandu atau pengedar. di lingkungan 
sekitar pun seorang pecandu sudah di cap negatif. 
Keengganan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor berkaitan 
dengan adanya pecandu narkotika menyebabkan kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika kurang dapat berjalan maksimal. Keengganan masyarakat 
melaksanakan wajib lapor menyebabkan minimnya data dan informasi pecandu 




Untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dalam kebijakan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika berikut ini diberikan contoh perkara narkotika 
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 
592/Pid.Sus/2016/PN.SMG tanggal 24 Nopember 2016 dengan terdakwa  Yoyok 
Beny Koeswoyo Bin Kazim Zaenal. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam  Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor   35  Tahun  2009  tentang Narkotika dalam dakwaan primair dan dakwaan 
subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
35  Tahun  2009  tentang   Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut: 
Bahwa bermula  pada hari  Rabu tanggal  20  April 2016   sekira  pukul  11.30  
WIB, terdakwa meminta tolong kepada saksi  Eko Maryanto alias Medhel bin 
(Alm) Mukiman (berkas terpisah) untuk membelikan paket shabu  seberat  1  
(satu) gram, selanjutnya  sekira  pukul  12.00 WIB,  saksi   Eko Maryanto alias 
Medhel bin (Alm) Mukiman mengirimkan  SMS   kepada  sdr.  Gombleh  (DPO)   
untuk   memesan paket shabu seberat 1 (satu) gram. Atas pesanan tersebut, 
sdr. Gombleh (DPO) menyuruh saksi Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) 
Mukiman untuk   mentransfer  uang  sebesar  Rp.   1.100.000,- (satu juta 
seratus ribu rupiah) ke rekening BCA 8030227817 atas nama Mohamad.  
Kemudian  saksi  Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman mengirimkan  




1.100.000,-  (satu  juta  seratus  ribu rupiah)  ke  rekening  BCA  8030227817 
atas nama  Mohamad. Selanjutnya sekira  pukul  12.30   WIB  saksi  Eko 
Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman menerima SMS dari terdakwa bahwa 
uang pembelian shabu sudah ditransfer, kemudian sekira pukul 14.00  WIB 
saksi Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman menerima  SMS  dari sdr. 
Gombleh (DPO)  yang  isinya “ 1f di depan gapuro sumbawa 2 tertimpa    
paving  bungkus   kopiko”,  adapun   maksud   dari   SMS tersebut  adalah  
shabu  seberat  1  (satu)  gram pesanan  saksi  Eko Maryanto alias Medhel 
bin (Alm) Mukiman diletakkan  di  gapura Sumbawa 2, shabu dalam bungkus 
kopiko dan ditimpa paving. Ketika   saksi  Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) 
Mukiman menerima SMS  tersebut tak berapa lama  terdakwa datang ke  
rumah   saksi Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman dan saksi Eko 
Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman memberitahukan  bahwa shabu  
sudah  bisa  diambil  di  dekat gapura Sumbawa   II    Semarang,   setelah    
itu    terdakwa   dan   saksi    Eko Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman 
berangkat menuju ke Jl.  Sumbawa II untuk  mengambil  shabu dengan 
mengendarai  sepeda motor Yamaha Mio warna merah muda No.Pol. 
H-3769-WH,  kemudian terdakwa dan saksi Eko Maryanto alias Medhel bin 
(Alm) Mukiman sampai di Gapura Jl. Sumbawa II Semarang dan saksi Eko 
Maryanto alias Medhel bin (Alm) Mukiman turun dari motor untuk mengambil 
shabu yang  tertimpa paving namun ketika paving dibuka ternyata shabu  
tidak  ada, kemudian  tiba-tiba  datang  3  (tiga)  orang polisi yang  melakukan 




Mukiman membuang HP  merk evercoss  warna putih  miliknya,  namun 
ketahuan  dan  diperiksa  lalu ditemukan SMS  “1f di depan gapuro sumbawa 
2 tertimpa  paving bungkus kopiko”  tersebut. Setelah dilakukan pencarian 
akhirnya ditemukan  1 (satu)   kantong  plastik   klip   kecil   berisi   shabu  
dalam bungkus  kopiko  di  bata  pembatas  tanaman  dekat  gapura  di  Jl. 
Sumbawa II Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 
Bahwa sebagaimana  Berita  Acara  Pemeriksaan  Narkotika  Forensik 
No.662/NNF/2016  tanggal 3  Mei 2016  diketahui barang bukti 1(satu) 
bungkus platik yang  berisi serbuk Kristal yang  dimasukkan ke  dalam 
bungkus permen kopiko dengan berat bersih serbuk Kristal 0,810  gram 
adalah   Positif Metamfetamina   dan  dari   hasil   pemeriksaan terhadap urine 
terdakwa adalah Positif Metamfetamina. 
Fakta 
hukum  tersebut  selanjutnya  dipertimbangkan  dakwaan  Penuntut  Umum  yang m
endakwa Terdakwa melakukan  tindak  pidana  Primair  diatur   Pasal  114 ayat (1) j
o. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor  
35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  Subsidiair diatur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 1
32  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  
35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  karena  dakwaan  disusun  secara  subsidairita
s,  maka   dipertimbangkan  lebih  dahulu  dakwaan Primair yaitu  Pasal 114 ayat  (1
)  jo.  Pasal  132   ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  dengan  unsur-unsur 1. setiap orang; 2. tanpa hak 




menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 
I; 3. Percobaan  atau permufakatan jahat. Masing-masing dibuktikan sebagai berikut:  
1. Setiap orang 
 Mahkamah Agung RI dalam Putusan  Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 
30  Juni1995  menyatakan  bahwa  kata “setiap orang atau barang siapa” 
adalah  sebagai  siapa  saja  yang  harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap ora
ng  sebagai  subjek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang  dapat  dimi
nta  pertanggungjawaban dalam segala tindakkannya. 
Berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  pelaku tindak pidana  (dader)  ma
ka  Terdakwa dihadapkan  dalam  persidangan,  secara  yuridis  memenuhi kriteri
a sebagai  “Setiap Orang”, yang selanjutnya suatu pertanyaan,  apakah  Terdakw
a sebagai subyek hukum  pelaku tindak pidana atas perbuatan  yang  
didakwakan  Penuntut  Umum?  Hal  ini  akan  diketahui  setelah  mempertimban
gkan  unsur-unsur  lainnya  lebih  dahulu.  Oleh  Karena    itu  setiap  orang  akan 
 dipertimbangkan  lebih  lanjut  setelah  mempertimbangkan  unsur-unsur  lainny
a lebih dulu. 
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I 
Majelis Hakim dalam pertimbangannya 
memandang, bahwa rumusan Pasal  114, unsur   tanpa  hak  atau  melawan  huku
m sebagai niat berkait erat, dengan  ketentuan   alternatif   menawarkan untuk  di




ar  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I, Pasal  ini  ditujukan  kepada  ora
ng-orang  yang  melakukan  jual - beli  tanpa hak, yaitu  perdagangan narkotika. 
disamping  itu,    pada    tindak  pidana  Narkotika,  perbuatan  mengimpor  juga  
merupakan  perbuatan  membeli,  mengimpor  diatur  pada  Pasal  lain  tidak   dia
tur  menjadi  satu  di  Pasal 114, selain itu pada tindak  pidana  narkotika  ancama
n  pidana  selain  pidana  penjara  juga  diancam  dengan  denda  yang  digabung
kan   yang  bila  tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;  Dengan  hal-hal  te
rsebut,  oleh  karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkan  penerapan   dak
waannya  pada Pasal-Pasal tindak pidana  Narkotika yang  paling  tepat  atau  rel
evan  dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan  materi  perbuat
an  yang  telah dilakukannya. 
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di 
atas  unsur  tanpa  hak  melawan  hukum membeli Narkotika Golongan I berkait 
erat  dengan  jual-beli,  Majelis  Hakim  memperhatikan  fakta  hukum  bahwa  u
rine  Terdakwa  adalah  Positif  Metamfetamina,  tidak  ada  fakta  hukum  bahwa
  Terdakwa  sebagai  penjual narkotika,  maka  Pasal 114 tidak tepat diterapkan p
ada  diri  Terdakwa.  Unsur  melawan  hukum  membeli   merupakan  delik  inti  
dalam Pasal   114 UU No:  35 
Tahun  2009  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan Primair   tidak  tepat  
diterapkan  pada  diri  Terdakwa,  oleh  karena  itu unsur melawan hukum  memb
eli   pada  dakwaan  primair   tidak  terpenuhi,  maka    Terdakwa  dibebaskan  da
ri dakwaan primer tersebut. 




dalam dakwaan  Primair  tidak  terpenuhi,  maka dakwaan tersebut tidak terbukti,
  Terdakwa  dibebaskan  dari dakwaan primair selanjutnya dipertimbangkan  dak
waan  Subsidiair   yaitu  Terdakwa 
didakwa melakukan tindak pidana diatur  Pasal 112 ayat 
(1)  jo  Pasal  132  ayat (1) Undang-Undang 
Nomor    35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan   unsur-unsur setiap  orang; 
tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  me
nyediakan  Narkotika  Golongan I bukan tanaman; 
telah  melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat. Masing-masing unsur 
tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:  
1. Setiap  orang 
Pertimbangan  unsur    setiap  orang  pada  dakwaan  primair  diambil  al
ih  menjadi pertimbang dalam dakwaan subsidair ini. 
2. Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
  menyediakan  Narkotika  Golongan I bukan tanaman 
Majelis hakim terhadap unsur tersebut mempertimbangkan bahwa 
perbuatan  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotik
a  Golongan I  bukan tanaman   berkait  erat    berkelanjutan,   dengan    mem
perhatikan  fakta  hukum  bahwa  urine  Terdakwa  adalah  Positif Metamfeta
mina,  fakta hukum  bahwa  Terdakwa  membeli  shabu,  tidak ada fakta huku
m  bahwa Terdakwa sebagai  penjual  narkotika  maka  memiliki,  menyimpa
n,  menguasai  atau  menyediakan   Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman d




ebagai pemakai. Oleh karena itu unsur tanpa  hak  atau  melawan  hukum  me
miliki,  menyimpan,  menguasai,  atau menyediakan  Narkotika  Golongan I  
bukan  tanaman   dalam  Pasal  112 Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  subsidair   tidak
  terpenuhi,  maka     Terdakwa  dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut. 
Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan 
menjadi  pertanyaan,  apakah    dengan  tidak  terbuktinya  Terdakwa  melaku
kan  tindak  pidana  “percobaan  atau  pemufakatan” 
( Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  
35 Tahun  2009  tentang  Narkotika),  dan   dakwaan  Pasal 112 ayat (1) jo Pa
sal 132 (1) Undang-Undang Nomor  
Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, sementara di persidangan  terun
gkap   bahwa  Terdakwa   menyalahgunakan  narkotika,  padahal  Jaksa  Pen
untut  Umum  tidak  mendakwakan  dengan  Pasal  127  Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 Dalam praktek penegakan hukum selalu  dianut  paham,  bahwa  yang  
menjadi acuan pengadilan untuk menjatuhkan putusan  adalah  surat  dakwaa
n  jaksa penuntut umum. 
Permasalahannya  adalah  apakah  Majelis  tidak  dapat  menggunakan  dakw
aan 
di  luar  apa  yang  didakwakan  Jaksa Penuntut umum  sebagai  konsekwensi
  apabila  tidak  akan  membebaskan  Terdakwa  dan  masa  penahanan  Terda




penyelesaian  penegakan hukum haruslah menjadi pertimbangan. 
Majelis  Hakim 
berpandangan  bahwa  sumber  kekuasaan  kehakiman  adalah  dari  konstitus
i,  bukanlah  dari  undang-undang  dalam  hal  ini  KUHAP, yaitu sebagai kek
uasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan  (Pasal 24 UUD 1945)
. 
menurut  Mahadi,  apabila  terbentur  dalam  praktek   penegakan hukum, ma
ka kembalilah kepada asas. 
 Sesuai  asas  peradilan cepat oleh karena dari fakta  hukum  yang  diper
oleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa  dimana  tinda
k pidana telah terlaksana dengan segala akibatnya, maka selanjutnya  Majelis
 dengan kewenangan yang diberikan konstitusi untuk menegakkan hukum  da
n  keadilan  dari  penegak  hukum  yang  tidak  menegakkan  hukum sebagai
mana  mestinya,  maka  majelis dengan  mengacu  pula   Yurisprudensi  Nom
or :  693 K/ 
Pid/1986,  putusan    pada  pokoknya,  Terdakwa  dinyatakan  terbukti  bersal
ah  melakukan  tindak  pidana  pencurian diatur Pasal 362 KUHP yang tidak 
didakwakan  dalam  dakwaan 
Penuntut Umum, yang mana Terdakwa didakwa melakukan tindak  pidana 
pencurian  dalam keadaan pemberatan diatur Pasal 363KUHP.  
Selanjutnya  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  ada  menga
jukan  Surat bahwa Terdakwa pernah menjalani  rehabilitasi  sosial. 




mengandung  metamfetamina  dalam  lampiran   undang-
undang  Narkotika  termasuk  Narotika Golongan I bukan tanaman Nomor ur
ut 61. 
Apabila  melihat  fakta  hukum  hasil pemeriksaan urine  Terdakwa,  se
harusnya  Terdakwa  juga  didakwakan  menyalahgunakan  narkotika  Golon
g  I  bagi  dirinya  sendiri, akan tetapi karena   Jaksa Penuntut Umum  tidak  
mendakwa Terdakwa dengan dakwaan  Pasal  penyalahgunaan  (Pasal 127 U
ndang-
Undang  Narkotka),  yang  hal  ini  mengganggu  jalannya  proses  penegakan 
 hukum. 
Mengingat 
fakta  hukum  adanya  penyalahgunaan  narkotika,  maka  sesuai  kewenanga
n  konstitusi  dan  asas  peradilan  cepat, dan   mengacu yurisprudensi  Nomo
r : 693 K/Pid/1986 Majelis  mempertimbangkan Pasal  127  ayat (1)  huruf a  
Undang-Undang  Narkotika, yang  unsur-unsurnya  Setiap  Orang;  dan  
menyalahgunakan  Narkotika  Golongan I  bagi  dirinya  sendiri. Masing-
masing unsur dipertimbangkan sebagai berikut:  
1. Setiap  Orang 
Unsur ini 
dipertimbangkan  sebelumnya  pada  pertibangan  di  dakwaan  primair, 
maka petimbangan tersebut  diambil alih sebagai pertimbangan di Pasal 
ini. 





fakta hukum  di persidangan dari keterangan saksi  dan  Terdakwa,    bah
wa  Terdakwa  mengakui  bahwa  dirinya  ada  mengkonsumsi    shabu-s
habu  bersama  saksi  Maryanto,  yang  hal  itu  dapat  diketahui  pula  da
ri  hasil  pemeriksaan  urine  Terdakwa  yang  sesuai dengan Berita  Aca
ra  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Forensik,  urine  mengandu
ng  Metamfetamina,  terdaftar  dalam  Narkotika  Golongan I Nomor uru
t 61. 
Fakta  Terdakwa  mengkonsumsi  shabu-shabu  yang  terlacak  pad
a  urinenya  maka  dengan  demikian  setiap  orang  sebagai  subyek  huk
um pelaku tindak pidana menunjuk pada diri Terdakwa, unsur setiap ora
ng  terpenuhi. 
Semua unsur-unsur Pasal  127 Undang-Undang Nomor  
35 Tahun  2009  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan  Terdakwa,    karena  it
u  oleh  Majelis  berpendapat  bahwa  Terdakwa  dinyatakan   terbukti  s
ecara  sah dan  meyakinkan  bersalah  menyalahgunakan  narkotika  Gol
ongn I  untuk   kepentingan  dirinya sendiri. 
Di  persidangan  terungkap  pula  bahwa  Terdakwa  pernah    menj
alani   rehabilitasi    sosial  ketergantungan  narkotika,  menjadi  pertany
aan apakah Terdakwa dalam hal ini perlu dilakukan tindakan rehabilitasi
  medis dan sosial. 
Terlepas  dari  belum  adanya  assesmen  terhadap  Terdakwa,  yan




batasan waktu dalam memeriksa perkara selama 5 (lima) bulan, maka M
ajelis  sesuai  dengan  tujuan  peradilan  juga  adalah  “memanusiakan m
anusia”, dalam arti  selalu  memberi  kesempatan 
kedua kepada Terdakwa untuk menemukan jalannya  yang  benar  dan  l
urus,  maka  Majelis  dengan  mempertimbangkan  pengalaman  Terdak
wa pernah menjalani rehabilitasi sosial namun belum selesai dan  kemba
li  terjatuh  menyalahgunakan  narkotik  kembali,  adalah  patut  menemp
atkan kembali 
Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1  (
satu) tahun yang  tempatnya akan ditentukan dalam dictum putusan. 
Mengenai 
masa rehabilitasi akan diperhitungkan dari  masa  hukuman  yang 
dijatuhkan (Pasal103 ayat (2) Undang-Undang Narkotika). 
Selama persidangan tidak ada alasan pemaaf pada  diri   Terdakwa, 
 ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas  salahnya  tersebut   
sudah   sepantasnya  apabila  Terdakwa  dijatuhi  pidana  yang  setimpal  
dengan kesalahannya. 
Dengan  mengembalikan segala sesuatunya kepada  peringatan  Tu
han, dimana keadilan atas namaNya diucapkan yaitu dengan irahirah “D
EMI  KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN   YANG  MAH
A  ESA”,   dalam  persidangan  terus-menerus  digali  fakta-  fakta  huku
m      sehingga  senantiasa    saksi-saksi  dan  Terdakwa  memberi  ketera




h dalam menegakkan hukum dan  kebenaran  serta  keadilan  dalam perk
ara. 
Oleh  karena  itu Majelis Hakim memandang perlu  mengamati  Terdak
wa  dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana  Majelis  H
akim  pertimbangkan  di  bagian  awal  putusan ini,  kesemuanya itu sem
ata-mata  untuk  menemukan  sejauh  mana  keterangan 
Terdakwa dan saksi-saksi dapat  dipercaya,  bukan  dimaksudkan  untuk  
membela  ataupun  menguntungkan  Terdakwa,  tetapi  semata-mata  aga
r  penegakkan  hukum  bisa  diwujudkan  dan  membawa keadilan dan k
ebenaran. 
Hal - 
hal  di  atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa  pidana  yang dijatuh
kan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan  Terdakwa,  t
etapi  lebih  tepat  sebagai  upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari  Terd
akwa  dapat  memperbaiki  perilakunya,  mengadakan  koreksi  terhadap  
Terdakwa  setelah  menjalankan  pidana  selanjutnya  menjadi  warga  m
asyarakat  yang  baik  yang  taat  dan  patuh   pada ketentuan yang berlak
u, tanpa kecuali juga   untuk  warga  masyarakat  serta  mencegah  tindak
  pidana  dengan  menegakkan  hukum demi mengayomi masyarakat. 
Sebelum memberikan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu: 
 




Terdakwa  dengan   perbuatannya   tidak  mendukung  program pemerint
ah  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika; 
2. Hal-hal yang meringankan. 
a. Terdakwa belum pernah dihukum; 
b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
c. 
Terdakwa  sebagai  tulang  punggung  keluarga  dengan  seorang  isteri  da
n   2  orang  anak    yang  masih  sangat  memerlukan  perhatian  didikkan  
dan  asuhannya; 
Berdasarkan  hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim memberikan putusan 
dengan mempertimbangan khususnya   Pasal  127   ayat  ( 1 )  Undang-
Undang Nomor  35  Tahun   2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:  
1.  
Menyatakan  bahwa  terdakwa  Yoyok   Beny   Koeswoyo   bin  Kazim   
Zaenal   secara  sah  dan  meyakinkan  tidak  terbukti  melakukan tidak pi
dana  dalam dakwaan primair  maupun subsidair; 
2.   
Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  primair  dan  
subsidair   tersebut; 
3.  Menyatakan  terdakwa 
Yoyok   Beny   Koeswoyo   bin  Kazim   Zaenal  terbukti  secara  sah  da
n  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “tanpa  hak  dan  mel




 untuk  diri  sendiri” sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Unda
ng-Undang Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika;  
4. 
Menjatuhkan  pidana  terhadap   Terdakwa  dengan  pidana  penjara  sela
ma  2  (dua) tahun;  
5. 
Menetapkan,  memerintahkan   Terdakwa  menjalani  rehabilitasi  medis s
elama 6  (enam)  bulan  di  RSJ.  Amino  Gondohutomo  dan  rehabilitasi 
sosial selama 6  (enam)  bulan   pada  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Penyala
hguna NAPZA “Mandiri”  Semarang ; 
6.   
Menetapkan  masa  penangkapan,  penahanan,    rehabilitasi  medis    dan  
rehabillitasi  sosial  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruh
nya  dari  pidana yang dijatuhkan;  
7.  Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;  
8.  Menyatakan barang bukti  berupa :   
a.    1 (satu)  unit  sepeda motor  Yamaha Mio  warna merah muda Nopol. 
H  3769  WH  dikembalikan kepada Terdakwa; 
b.  1 ( satu ) buah HP  merk  Advance  berikut  kartu SIM No. 0085726914
911; 
c.    1 (satu )  tube  berisi urine; dirampas untuk dimusnahkan;  
9. Membebani  Terdakwa   membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 




Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas terlihat adanya permasalahan 
dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Pada kasus tersebut terlihat 
adanya kecenderungan penegak hukum dalam hal ini penyidik dan jaksa yang 
memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga 
menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehablitiasi. Hal ini terlihat dari 
adanya pasal yang didakwakan kepada terdakwa 
yaitu  Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor   35  Tahun  2009  tentang Narkotika dalam dakwaan primair dan 
dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor  35  Tahun  2009  tentang   Narkotika yang merupakan pasal-pasal 
pemidanaan. 
Penyidik dan jaksa merupakan penegak hukum yang mula-mula 
melakukan pemeriksaan terhadap subyek yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana, sehingga  ketentua pasal yang diterapkan kepada terdakwa berasal dari 
jaksa sebagai tindak lanjut hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. 
Kenyataannya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa pernah 
menjalani rehabilitasi narkotika. Selain itu terungkap bahwa terdakwa 
bukanlah seorang pengedar.  Berdasarkan hal tersebut Hakim memandang 
bahwa pasal yang diterapkan oleh jaksa tidak tepat sehingga  hakim dengan 
pertimbangannya memutus perkara tersebut dengan menerapkan 
Pasal 127   ayat  ( 1 )  Undang-Undang Nomor  
35  Tahun   2009 tentang Narkotika  yang tidak didakwakan kepada terdakwa. 




35  Tahun   2009 tentang Narkotika selain menerapkan pemidanaan juga 
rehabilitasi.  
Putusan rehabilitasi yang diberikan oleh hakim dengan 
mempertimbangan ketentuan Pasal  127 ayat (2) Undang-Undang Nomor  35 
Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa balam memutus 
perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 
Adapun yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Pasal 54 dan Pasal 103. 
Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban 
penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial. Selanjutnya Pasal 103 (1) menyatakan Hakim  yang memeriksa perkara 
Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang 
bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 
jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu 
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa 
menjalani hukuman 
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan 
penegak hukum dalam melakukan penanganan penyalahgunaan narkotika, 















C. Cara Mengatasi Permasalahan Yang Timbul Dalam Kebijakan Rehabilitasi 
Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika 
Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi 
terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika dapat dilakukan upaya sebagai berikut: 
3. Meningkatkan komitmen dan persamaan persepi antar penegak hukum dalam 
memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban 
penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis 
maupun sosial. 
Untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
maka diperlukan komitmen yang kuat dan persamaan persepi antar penegak 
hukum dalam memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus 
korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara 
medis maupun sosial. 
Berdasarkan hal tersebut terhadap pengguna narkotika hendaknya tidak 




pemidanaan penjara namun juga Pasal yang mengakomodir rehabilitasi seperti 
ketentuan Pasal 127 yang mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim 
untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan 
sosial, meskipun pengguna yang dimaksud terbatas pada pecandu dan korban 
penyalahguna. 
4. Penentuan kebutuhan rehabilitasi sejak awal proses peradilan pidana 
Untuk mengetahui seorang pecandu narkotika dalam proses peradilan 
pidana dilakukan sejak awal proses, yaitu  dari tingkat penyidikan. Hal ini 
diperlukan untuk penempatan pecandu narkotika selama proses peradilan pidana. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan 
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam 
Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial merupakan cerminan 
pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan 
yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat 
limitatif Surat Edaran Mahkamah Agung ini, maka peran aparat penegak hukum 
dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua 
syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 
Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu 
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial dapat 
terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan 
penuntut umum.  
Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil 




hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji 
laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk 
menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan 
penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan 
agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.95 Hal yang 
disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna 
narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan 
untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi 
melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan. 
Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika 
Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial, Mahkamah Agung 
juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang 
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam Lembaga 
Rehabilitasi  Medis dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu alasan dikeluarkannya 
Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah permasalahan tentang pecandu, 
korban penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Sementara di sisi 
lain, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum 
optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi 
masih belum terdapat keterpaduan antar aparatur penegak hukum. 
                                                 





Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung ini sebagai bentuk 
penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat 
dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir 
dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana), 37 Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 
Narkotika. Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di 
lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menyatakan, 
“..perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung, sampai ada 
putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. 
Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 
Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam 
Lembaga Rehabilitasi  Medis dan Rehabilitasi Sosial  juga memberikan pedoman 
dalam melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. 
Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat 
dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana narkotika; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu 
narkotika yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi 





Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan 
sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, 
dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam 
implementasinya merupakan rEkomendasi dan sekaligus memperkuat 
rEkomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di 
dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas 
perkara. 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan 
Korban Penyalahgunaan Narkotika. Di Dalam Lembaga Rehabilitasi  Medis dan 
Rehabilitasi Sosial membuka ruang yang lebih leluasa dalam melakukan 
rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Tidak hanya setelah proses pemeriksaan 
sidang pengadilan dan putusan dijatuhkan, namun dimulai dari tahapan 
penyidikan. Hal yang sebelumnya tidak diatur oleh Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis 
Dan Rehabilitas Sosial. Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk 
menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis 
dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses 





5. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk 
melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta 
membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika.96   
Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 
diwujudkan dalam bentuk: a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. 
memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi 
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor 
Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak 
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. menyampaikan saran dan pendapat 
secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani 
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotik; d. memperoleh jawaban 
atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau 
BNN; e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan 
melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Masyarakat 
                                                 




dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui 
adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 
Narkotika.97 
Selain peran serta masyarakat tersebut di atas perlu upaya peningkatan 
pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 
ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor  35 
Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan wajib lapor seperti 
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 
Pecandu Narkotika maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan 
Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika. 
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ketentuan 
wajib lapor maka harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Perlu ada perubahan 
paradigma pemerintah yang dahulu menerapkan kebijakan public security yaitu 
dengan cara menakut-nakuti pengguna narkotika diubah dengan pendekatan 
kebijakan public health atau pendekatan pemulihan kesehatan. Perubahan 
paradigma tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat bahwa 
pendekatan penanganan pengguna narkotika mempunyai kecenderungan 
menggunakan pendekatan kesehatan daripada pemidanaan. Hal ini akan 
                                                 




menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuka diri dengan kesadaran 
sendiri turut serta melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.  
Selain masyarakat, keluarga juga mempunyai peran yang sangat penting 
dalam penanganan para pencandu dan peredaran narkotika. Keluarga juga harus 
diberdayakan dalam meningkatkan pengetahuan tentang jenis, pengaruh 
pemakaian serta peredaran narkotika. 
Selain itu keluarga serta masyarakat luas perlu memberikan dukungan 
kepada pecandu untuk berobat bukan malah mengucilkannya. Hal ini mengingat 
kemungkinan pecandu merupakan korban dari penyalahgunaan markotika.Oleh 
sebab itu diharapkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Jika tidak bisa 
mengatasi sendiri permasalahan narkotika di sekitar lingkungannya bisa 
mendatangi BNN di daerah atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk 
upaya pemecahan masalah. 
Untuk itu perlu adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap pecandu 
narkotika sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini untuk 
menumbuhkan semangat kepedulian masyarakat dalam upaya rehabilitasi 
terhadap pengguna narkotika. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat 
akan semakin meningkatkan kesadaran terhadap peraturan wajib lapor bagi 
pecandu narkotika. Baik oleh orang tua pecandu belum cukup umur maupun bagi 
pecandu itu sendiri. 
 
Semakin banyaknya masyarakat maupun pengguna narkotika yang melapor 




narkotika bukan orang baru, melainkan masih didominasi pengguna lama. Efektif 
atau tidaknya IPWL untuk mengurangi pengguna narkoba, Tetapi orang yang 
melapor dan tertangani itu paling tidak kan kemungkinan sembuhnya lebih 
besar daripada harus diproses secara hukum dan di penjara. 
Penjara bukan solusi yang tepat untuk membuat para pecandu jera. Sebab di 
dalam penjara juga banyak berkumpul para bandar sehingga bisa 
menyelundupkan dan mengedarkan narkotika ke sesama tahanan karena faktor 
keamanan di dalam penjara yang kurang. dan fakta yang mengejutkan di beberapa 
Lembaga Pemasyarakatan sudah dijadikan lahan untuk memproduksi narkotika. 
Penanganan narkotika harus serius dan komplek. peredaran kian menjamur 
di semua lapisan masyarakat. Termasuk kasus produksi narkoba di dalam lapas. 
Meski berulang kali dilakukan operasi tetapi nyatanya kasusnya tetap ada. 
Tingkat keaman di penjara masih perlu di kaji kembali apa seorang pecandu tetap 
di proses secara hukum dan kemudia di penjara bila melihat fakta tersebut. 
Kekuatiran tentang fokus pemberantasan hanya pada penangkapan, negara 
akan bangkrut gara-gara menghidupi para pengguna narkotika berjenis apapun 
dalam penjara mang beralasan karena sampai sekarang penggunakan narkoba 
bukan nya menurut tetapi malah sebaliknya tetap menungkap dari waktu ke 
waktu. 
Banyaknya narkotika jenis baru pemerintah Indonesia belum bisa 
mengidentifikasi, padahal peredarannya sudah marak, seperti kasus 
penggunanaan narkotika jenis katinon yang dikonsumsi oleh selebritis Rafi 




mengidentifikasi jenis dan penyembuhannya, setiap jenis narkotika 
penyembuhannya berbeda beda. Selain itu, langkah berikutnya adalah meregulasi, 
pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, perederan narkoba perlu diatur. 
Sebab pemakaian narkoba tidak lantas berkonotasi negatif. Dan memberi 
informasi ke masyarakat umum jenis jenis narkotika baru. 
Misalnya, banyak teknologi-teknologi yang menggunakan kandungan 
narkotika. Bahkan, banyak juga ritual keagamaan, upacara adat di negeri yang 
juga menggunakan nakoba. Langkah yang perlu dilakukan adalah pada pemulihan 
(rehabilitasi). Dalam memulihkan tidak harus semua pengguna dilakukan 
pemulihan, tapi pengguna yang memang benar-benar sudah adiktif. Mereka yang 
tanpa narkoba tidak bisa berpikir normal. Pengguna direhabilitasi juga tidak akan 
efektif, sebab jika hanya menggunakan narkotika sebulan sekali atau setahun 
sekali tidak perlu disembuhkan dengan rehabilitasi. melainkan melalui pendidikan 
sangat penting. Hanya saja, memberikan pendidikan tidak sebatas bagi orang yang 
belum memakai, tapi pendidikan juga diberikan bagi pengguna, seperti pemberian 
informasi tempat-tempat penyembuhan, cara-cara penyembuhannya, terbuka bagi 
orang tuanya, dan sebagainya. Juga dibutuhkan ketegasan dari aparat hukum 
untuk membasmi peredaran narkoba di negeri ini. Peredaran narkoba sudah 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-
Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus dituangkan 
dalam  Bab IX bagian Kedua tentang Rehabilitasi, yaitu Pasal 54 tentang 
kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu 
narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Pasal 55 mengenai lembaga 
wajib lapor bagi orang tua/wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan 
pecandu narkotika yang cukup umur, Pasal 56 mengenai tempat rehabilitasi 
medis, Pasal 57 mengenai pendekatan keagamaan dan tradisional terhadap dalam 
penyembuhan pecandu narkotika, Pasal 58 tentang rehabilitasi sosial, Pasal 59 
dan tersebar dalam beberapa Pasal seperti Pasal 103 tentang perintah hakim bagi 
pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, serta Pasal 
127 tentang kewajiban hakim memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103  
dalam memutuskan perkara.  
2. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna 
narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika antara lain adanya kecenderungan pandangan penegak hukum yang 





menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehablitiasi, putusan rehabilitasi 
memerlukan prosedur dan persyaratan yang berat dan keengganan masyarakat 
melakukan wajib lapor bagi pecandu narkotika 
3. Cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap 
pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika yaitu meningkatkan komitmen dan persamaan persepi antar 
penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkotika sebagai penyalahguna 
sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan 
baik secara medis maupun sosial, penentuan kebutuhan rehabilitas dilakukan 
sejak awal proses peradilan pidana, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan 
kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
B. Saran 
Berdasarkan simpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai 
berikut:  
1. Perlu ada upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemuda dan pelajar 
mengenai peraturan perundang-undangan di bidang narkotika melalui pendekatan 
kesehatan tanpa mengabaikan pendekatan penegakan hukum. 
2. Penyidik kejahatan narkotika hendaknya melakukan screening secara mendalam 
terhadap tersangka penyalahguna narkotika untuk menentukan kedudukannya 




yang sesuai pada proses peradilan, agar tidak terjadi kesalahan penanganan 
terhadap pengguna narkotika. 
3. Perlu ada perubahan paradigma penanganan terhadap  penyalahgunaan narkotika 
dari orientasi pengguna sebagai pelaku kejahatan pada orientasi pengguna sebagai 
korban dengan catatan penentuan antara pengedar dan pengguna dilakukan 
dengan tepat dan benar. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka permintaan 
Narkotika yang memiliki hubungan positif dengan penurunan angka 
penyalahguna dan pecandu Narkotika, yang dapat berdampak pada matinya pasar 
Narkotika di Indonesia.  
4. Perlu ada pemberdayaan keluarga dalam penanggulangan penyalahgunaan 
narkotika mengingat keluarga merupakan pihak terdekat dengan pengguna 
narkotika dengan memberikan pemahaman tentang lembaga wajib lapor yang ada 
sehingga  tidak ada keraguan untuk melakukan pelaporan apabila menjumpai 
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